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OTONOMI KHUSUS PROVINGT PAPEIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

FEESIDEN REPUBLIK INDONESTA,

habwa uniuk melaksanakan ketentuan Pasal 34 ayat (13,
Pasal 3&, Pasal 56 ayat (%), dan Pasal 59 ayat (8] Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang OCtonomi
Khuosus bagi Provinsi Papua, perlu menetapkan Peraturan
FPemerintah tentang Peneritaan, Pengelolaan, Pengawasan,
dan Eencana Induk Percepatan Pembanpgunan dalam rangka
Felaksanaan Olonomi Khusus Provins: Papua;

Pasal 5 ayat (2} Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indoncsia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomar 21 Tahun 20H] entang Oionomi
Ehusus bagi Provins: Papua (Lembaran Megara Republik
Indonesia Tabun 2000 Nomer 125, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomeor 4151) sebapgaimana
telah beberapa kali divbah terakhir desgan Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua
alas Undang-Undang Nomor 21 Tahwun 2001 tentang
Chonomi Khusus bap Provins: Papua [(Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Motmar 155, Tambahan
Lembaran Megara Republik [ndonesia Nomor 6&97),

MEMLTUSKAN . .,
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MEMUTLCSHAN:

PERATLIRAN FEMERINTAH TEMTAMG FENEERIMAAN,
PENGELOLAAN, PENGAWASAN, DAN EENCANA  INDUK
FERCEFATAN PEMBANGLUMNAN DALAM RANGHEA
PELAKSANAAN OTONOM] KHUSUS PROVINSI PAPLIA.

BAB |
KETENTUAN URMUW

Pasal |

Dalam Peraturan Pemerintah inl, vang dimaksod dengan:

1.

Proving: Paplly adalah provinsi-provinst yang beradza ds
wilayah Papua yang diheri otonomd  khusus  dalam
kerangka Negara kesatuan Republik Indonesia.

Angparah  Pendagratan dan Belanjn Negara  yang
selanjulnys disingkat APBN adalah rencana keoangan
tabunan Pemerintah Pusut yang ditctapkan denpan
undang-undang,

Angraran  Pendapalan dan Belanja  Daerab yang
selamjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan
lahunan dacrah yang ditclapkan dengan  perataran
daeral.

Dana Oronomi Khusus adalah dana yvang bersumber darn
APBN untuk membisyal pelaksansan otonomi kEhosos
Provinsi Papua, sebagaimnana diletaphan dalam Undang-
Uniclang Nomeor 21 Tahun 2001 tentang Qenomni Khusys
bagi Provinsi Papua sebapaimana iwelah beberapa kali
dinbah  terakhur denpan  Undang-Undang  Womor 2
Tahun 2021 tenlang Perubahan kedua atas Undang-
Undang Momeor 21 Tahun 2001 tentang Qtonomi Khusus
bagl Provins: Papus

2. Dana . ..
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Nana Tambmban Infrastrokiur Dalam Rangks Otonomi
Ehusus bag Provins: Papua vang aclanjutnya disetnut DT
adalah  dana tambabhan dalam rangka pelaksanaan
oo khusus  yang  besarnya dditetapkan antars
Pemcrintah  Pusat dan  Dewan  Perwakilan  Rabovat
clilakukan herdasarkan usulan provins pada sctiap tahun
anggaran yang ditujukan untuk pendangan permbangunan
infrastruktur perhubunpan, energl listrik, air bersih,
felekotminibasi, Jan samilas] lingkungsan.

Dana Bagi Hasil vang selanjutiva disingkat DB adalah
dana yang bersumber darn APBN yvang dialokasikan
kepada daerah berdasarkan angka persenlase lerleniu
dan pendapatan nepara untuk mendanal kebutuhan
tlaeraby dalam rangka pelaksanaan desentralisasi

Tambahan Dana Bagy Hasil Pertambangan Minvak Buni
dan Gas Alam dalam rangka Ctononn Khusus vang
selanjutnya diselna Tamlahan DRBH Migas Olsus, adalab
baglian DBH vang secara khusus ditujulan untuk Provins
Fapua yang hecasal dan penerimazn sumber daya alam
pertambangan minyak bumi dan pas alam.

Mmsink, vane dahulu dikenal dengan kecomatan adalah
wilayah kerja kepala hstrik sebagal perangkal daetah
kabupatcn/kota.

kampung alag yvang disebut dengan nama lain adalah
kesatuan masyvarakal hukum yvang memiliki kewensanpan
uniuk rengsiur dan mengurus kepentingan masyarakat
setempat berdasarkan asal-usul dan adar isiiadal
selempat yang  diakal dalam sstenn pemerintiaban
tasional dan berada Ji duerah kabupaten/kota,

Adat  adalah  kebiasaan vang sk, dipatohi,
dilembagakan, dan dipcrtahankan oleh masyarakat adat
setampat gecara turub-temucun.

11. Masyaraliat . _ .
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Masyvarakar Adat adalah warga masyarakal aslh Papoa
vang hidup dolam wilayah dan terikat serta tynduk
kefrada Adat lerlenty denpan rasa sohdaritas yang tinggs
di antara para anggntanya.

Orang Asl Papua vang sclanjutnya disingkat OAF adalah
orang yang hergsal dan rumpan ras Melanesia yang rerdin
atas suku suku asli di Provinsi Papua danfatay orang
yang cdilenma dan dialon schagar OAF oleh Masvarakat
Adat Papua.

Peraturan Dacrah Khusus yang szelanjputhya  disebut
Perdasus adalab Peratuaran Dusrah Provinst Papus dalam
rangka pclaksanaan pasal-pasal tertentu dalaim Peraturar
Pemerititah inp.

Dewan  Perwakilan Rakyat  Paplla vang  selanjulnya
disingkat DI'EP adzlah  lomnbaga perwakilan dacrah
proainns yanp berkedudukan sebapal sulah satu unsur
penvelenggara 'emerintah Daerah Prowinst Papua.

Dewan Perwakilan  Ralorat Kabupatenfhota  yang
selanjutnya disingkat DPRK adalah lembags perwakilan
dacrah kabupaten /kota yang berkedudukan scbagal salah
satu unsar  penyelengpara Pemeriniah Daerah
Rabupaten/ Ko di Provinsi Papua.

Eencana Induk Perecpatan Pembangunan Papua vang
selanjutnya disingkat RIPPP adzlab dokumen  induk
perencanaan  pombangunan dalam rangka  otonomi
khusus Provinsi Papua vang menjach pedoman bapl
Pemenniah Pusal dan Pemenintah Daerah.

Fencang Pembangunan Junegksa Panjang yanp sclanjutnya
disingkat EFJF adalah dokumen perencansan uniuk
renode 20 {dua puluh) tabhuan.

Kancana Pembangunan Jangks Menenpah  vang
selamjutnya  disingkar RPJM adalah dokumen
perencansan unlubk peticde 5 (ima) tahun.

19. Kencana . . .
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Reocana Pembangunan Tahunan  Masiomal  yvany
selanjutinya disebut Rencana Kerja Pemerintzah [REP
adalah dokumen perencanasn Nasional untuk periode
I {sAru] tahumn.

Rencann Pembangunan Janghka Menengah
Eementerian, Lembaga vang selanjutinya dizelnal Rensirg
K/L adalah dokumen perencanaan kementenan lamtbaps
untuk periede 5 [himap labun.

Fencana Pembangunan Tashunan Kementerian/ Lembags
vang selanpulnyyd disebut Renja KL adalah doloumen
perencanaan komentenan/ lembaga aintuk periode 1 (zai)
tahun.

Rencana Pemlmngunan Jangka Panjang Dacrah vang
selatjuinya dhisingkat RPJPD adalah dokumen
perencanaan untuk periode 20 {dua pulub) rahun yang
memiuat visl, misi, dan arah pembangunan daerah vang
mengacu pada ERJP nasional.

Fencana Pembuanpunan lsngka Menengah Dacrah vang
selarjuinya disingkal EPIMD adalah penjabaran dari visa,
s, dan Program kepala daerah vang penvusunannva
berpedoman pada RPJPD dan meomperhatikan RRIM
Nazional, mcmuat arah kebijakan keuvangan deerah,
stratcgl pembangunan daervah, kebijakan umum, dan
Program satuan kerjia perangkal daecah, Hntas sqatuan
kerja perangkat daserah, dan Program kewilayahan disertad
dengan tencana kenjn dalam kerangka rogulasi dan
kerangka pendanaan yvang bersifat indikatil untuk perviode
2 {hma) tahun,

Eencana kKerja Pemernlabh Dacreh yang  selanjutnva
disingkat RKPD} adalah penjabaran dan BRJMD dan
mengary pada BKP, memuat rancangan  kerangka
ckonomi dacrah, priontas pembangunan daerah, rencana
kega, dan pendanasnnya, baik vang  dilaksanakan
langswng oleh Pemerintah Daerah maypiln yang dilempuh
dengan mendorong partisipas masyarakal uniuk periodoe
1 (satu}p tabvarn.

259, Rencana . . .
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Hencana Pembanpunan Janpks Menengah Saluan ke
Perangkat Daerah vang aelanmjuthya disebit Rensira SKPD
adalah dokumen perencansan satuvan kerja perangkal
dacrah untuk periode S {lima) tahun.

Renuana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat
Dacrsh yang sclanjuinya discbut Rencana Kerja Batuan
Kerja Peranpksal Daerah (Rema SKPD), adalab dokummen
peréncanaon  safdan  kera  perangkat dacrah untok
pericde 1 [salu) talan.

Musyawarah Ferencanaan Pembangplinan VETLE
sclanjuinya  disebut  Museenbang =dalah [orom
antarpclaku dalam rangka metyusun rencana

prmbangunan  nasional dan rencana  pembangunan
dasrih.

Musyvawarash  Percncanaan Pembanpgunan  Qfonoomi
Khusus yang selanjutnya disebut Musrenbang Otsus
adaluh lwum  aotarpelaku dalsm rangka  menyusun
rencana pembangunan nasienal tian rcncana
pembangunan daevah dalatn rangks elonmmi khosus vang
dilaksanakan dalam satu rangkaian dengan Musrenbang
1angka menenpah dan Musrenbang tahunan dasrah.

Program adalah bentuk instrumen kcebijakan vang berisi
1 [sal] atau lelnh Kepiatan yang dilaksanakan oleh
satuan kega perangkal dzerah atauw masyarakat yang
dikoordinasikan slel Pemerinlah Naerah uniuk mencapai
Sasaran doan toyuan pembangunan daerah,

Reglatan adalah bagian dar Program yang dilsksanskan
tleh 1 {sutu) ataw beberapa satuan kerja perangkat dacrah
sebapai bapian dam pencapaian Sasaran terukur pada
sualu Program dan terdiri dane sebumpualan Gindakan
pengerahan sumber daya baik yang berupa personcl atao
sumber daya manusia, barang modal rermasak peralatan
tlan leknelogr. dana, atau kombinasi dari beberapa atal)
semua jerus sumber dava tersebul, sebagai masukan
unluk menghasilkan keluaran dalam Bentuk barany / jass,

31, keluaran , . -
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Keluaran adalah barang stau jasa yang dihasilkan oleh
Keplatan yang  dilaksanakan  untuk  mendukung
pencapalan 3asaran dan iyjuan Program dan kebijakan.

Hasil adalah  =egala  sesuniu vang  mencerminkan
herfungsinya  Keluaran dan Kegatan dalam 1 [satu)
Prograne.

Sasaran adalahk 1lasd vang diherapkan dan suatu Program
ataly Keluaran yang diharapkan dan suatu Kepiatan,

Kinerja adalah Kelnaran/Hasil dari Program/Kegiatan
yang akan atau telah dwapai sehubungan  dengan
pengEunaan angearan dengan kuantitas dan kualitas yang
terakur.

Rekemmg Kas Umum Nepara vang selanjutnya disingkal
RKUN adalah rekening lempat peoylnpanan Uang negara
vanp ditcrntukan oleh mentert vang menyelengearakan
Urusan Pemeénnlahan di bidang  keuangan  selaky
bendahara umum negara unluk mensmpung  scluruh
PENErmMAAn negara dan membayar seluruh penpeluaran
ncgara pada bank sentral.

Rekening Kas Umum Daerah yanp saelanjuinya disingkat
EXKUD adalabh rekenimg lempat penyimpanan vang daerah
yang ditentukan oleh kepala dacrah untuk menampung
seluriih penernimaan  dacrah dan membayar scluruh
pengeluaran daerab pada bank vang ditctaplkan.

S5 Lebith Pechitungan  Angparan yvaneg  selanjulnya
disebut %iLPA adalah selisih lcbih realisasi penerimaan
dan penprluaran anggaran selama | [s4lu)]  periodeo
aNEEACHD-

Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintaban
vang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya
dilakukan sleh kementerian negara dan penvelenggars
pemerintahan daerah wotuk melinclungi,  melayvani,
mcmberdavakan, dan menyvejahrerakan masyarakar.

3%, Pemerintahan - .
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Pemerimlahan Daerah adalah penyelenggarasn Urusan
Femernntahan oleh Pemerintah Daetsh dan Deowan
Perwakilun Ralgmat Ducrah menuruat asas otonomi dan
tugas pembantuan dengan prinsip olonomi  seluas-
luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan
Eepublik  Indonesia sebagaimana dimaksud  dalam
Undanp-Undang Dasar DNepara Republik  Indonesia
Tahumn 1945,

Pelayanan Dasar  adalah  pelavenan publik untuk
memmenuhl kebutuhan dasar warga nepara.

Perverinlah Pusat adalah Presiden Hepublik Indonesia
yang memepang kekuasean  pemerniahan Negara
Kesaluan Republik Indonesia vang dibantu oleh Wakil
Preziden dan menten sebapaimana dimaksud dalam
Undang-Undang Dasar Negara  Republik  [Indonesis
Tahun 1%43.

Pcroeritah Daerab adalab kepala dacrah sebaga unsur
penyelenpearan Pemenintaban Daerah vang  memmimpin
pelaksanaan  Urusan  Pemerinlahan yang  menjadi
kewenanpan dacrah.

Femennrah Daceash Prowvins: Papua adalabh Gubernuor
schagal unsur ponyclenggara pemerintahan decrah vang
menvimpin Urlsan pemerintahan yang menjad
kewenangan daerab Provninst Papusa.

Kepala Dacrah adalah Gubernur bapi daerah provins,
Bupati bagi dacrah kabupaten, ataa Wali Kota bagi dacrah
kota,

Pemeninitah Dacrah Kabupaten/Kota adalah Bapati/ Wals
Kota sebapal unsur penyelenppara pernerinlahzn daerah
yYang MEMIMPIin urusan pemeriniahan yvang  fmenjadi
kewenangan daeral Kabupaten Kota,

Perangkat Daerah adalah unsur pembsaanil Kepala Dacrah,
Dewan Perwakilan Ralorat Papua/Kabupaten/Kota, dan
Majelis Rakyat Papua dalam penyelenppataan kebijakan
otemom) khusus dan Urusan Pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah.

47, Mapelis © ..
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Majelis Rakyat Papua vang selanjurnya disingkat MREFP
adalah represeniast kullural OAF vang memiliki wewconang
tertentu dalam rangka perlindungan hak-hake OAP denpan
erlamndaskan pada penghormatan tethadap Adat dan
budaya, pocmberdavaan perempuan, Jan pemantapan
kerukunan hidup beragama.

Badan Pengarah Peruepaian Pembangounan Ctonomi
Khusus Papua adalah badan kbuzus vang melaksanalean
sinkroniszazi, hacmonisasi,  evaluasi, dan keordinasi
peroccpatan  pembangunan dan pelaksanaan  olonomi
khulsus o wilayah Papua,

Aparat Pengawasan Infern Pemerinlah yang selanjutnoya
dizingkat APIP adalah lembaga vang melalisanakan tugas
dan fungsi pengawasan inlern pemerinlsh, inspektorat
Jonderal pada kementerian f lembapa prenerinlah
nonkementerian, inspektorai dacrah provinsi dan
inspekiorat dacrah kabupatenfkota.

Pasal 2

Buang lingkup Peraturan Pemerintah m melipuci:

.

pengelolaan penerirmaan dalamn rangks otonomi khusus
Frovinsi Papua terdin atas:

1. prinzp umum dan kebijakan:

2. penermaan  provinsi dan kabupalen/kotn dalam
rangka olonomi khusus Provinst Papuoa;

pengpunaan;
PETENCATIAAN dan penganggaran;
pengalokakian;

penyaluran;

pelaksanaan dan penatausahaan: dan

el I

portanggungjawaban dan pelaporan-

li. pembinaan . . .
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pembimaan dan pengawasan atas pengelolaan penerimaan
dalam rangka otonomt khusus Provinst Papus terdim atas:

1. pecmbinzan dan peogawasan; dan
2. pcmantauan dan cvaluast.

EIPPP dualam raneka oloenomi khusus Frovins: Bapua,

BAB I

PENGELOLAAN PEMNERIMAAN PECVINGI DAN
KABUPATEN/KOTA DALAM RANGEA CTONCOMI KHUSLS

Bagian Kesatu

Prinsip Umuin dan Kebijakan

Pazal 3

Fecnocrimaan dalam rangka otonomi khusus Provins: Papun
dikelola  secara efektif, efisien, transparvan, taae pada
peraturan perundang-undangan, partisipast masyarakat!
keberpthakan bae QAP dan akuniabel  dengan
memperhalikan asas kepatutan, kemanfaatan, keadilan,
dan keberlanutan yang diwwjudlkan dalam peneelolaan
APTATa.

Kebijakan pengelolaan penerimaan dalam rangka ctonon
khusus Poovinsr Papala vang digtur dalam Peratoran
Femerintah inl meliputi:

a. pomerataan polayanan dan peminghkalan kushilas
pendidikan dan kesehetan dengan mempriontaskan

OAP,

h, pengembEnpan eknnami kerakyatan  dengan
memperhatikan sumber daya manusim selempadt
denpan mempricntasiean OAP;

. e langunan ...
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pembanpunan  infrastrukiur  berkoalitas  terutamas
vang  mendukung pembangunsn  nfrastruktar
perhubungan, energl listrike, Air tasrsiby,
telekomunikasi, senitasi lingkungan, pomukiman
dan perumahan, serta infrastruktor dasar lainnya
deneann mempricritaskan Diistrik dan Kampung yang
merupakan basis QAP

perungkalan  kescjahteraan  kualitas  hidup QAP,
pemberdayasn perempuan, perlindungan anak, dan
pemberdayvaan Masvarakat Adat;

pemerataan pemnmbangunan dan pelavanan publik i
Provinst  Papua  dalam  rangka mengurangi
kesenyungan dengan provins lainnya; dan

permbangunan berkelanjulan dan ramah linpkungan.

Kebijakan sebagaimana dimaksud  pada  avat  [2)
tijaltarkan lelih lanjut dalam BIFPP.

Bapian Kedua

Penerimaan Provingi dan Kabupaten/Kota dalam rangka

Otonomi Khusus Provins Papua

Pasal 4

Penernmaan provinsl dan kabupaten/kots dalam rangka
cdonemi khusus Provinst Papud terdind atas:

.

DBH sumber daya alam pertambangan minyak bumi
sebesar 70% {tujuh pulub perszen|;

DEH sumber ilava glam periambangan gas alam
sebhesar Y0% {tujuh puluh persen);

Dana Oromiormi Khussas scbesar 2, 23% [dua koma dus
puluh fima persen) dar plafon alokasi dana alokasi
urmnmum nasional; dan

DT,

(2] Dana . ..
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Dana (Momoom khusls sebapaimana dimaksud  pada
avat {11 huruf ¢ terdiri atas:

H.-

I

pencTimaan vang borsifat wioum setara deogan
1% f{satu perzen] dari plafon dana.alokasi umum
nasional; dan

pencrimasn yang telah ditentukan penggunaannya
dengan  berbasiz  Kinerja pelaksanaan sebesar

1,25% {satu koma dua pulub lima perscen) dari plalfon
dana alokas Lmum nasonal.

IXT] =zcbapaimana dimaksud pada avat {1) huoml o,
besaroya ditclapkan antara Pemernintah Pusat dengan
Dcwan Ferwakilan Raloyat berdasarkan usulan provins
pada setiap lahun angegaran.

Fenetapan besaran DTl sebaysimana  dimaksud  pada
daval {3) dengan memperhatikan:

a.

.

Kinerrja  pelaksanaan DT] mhun anggaran
sebelumnya; dan/atau

kemampoan keuangan nogara.

Bagian ketiga

Fengpunaan

Fazal 3

Fengpunaan penerunaan provinst dan kabupacen/kola dalam
rangkn prlaksanaan otonom khusus sebopsimans dimekaad

dalam Pazal 4 ayat (1) didakukzan denpan memperhatikan

peraturan porundang undangan dan berpodeman pada RIPPP

dengan
valg baik.

mengedepankan  prinsip pengelolaan keoanpgan

Fasal & . . .
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Pasal 6

Penpginaan [BBH sumber daya alam  pertambanpan
minyak bumi dan gaz alam sebapaimana dimmaksud dalam
Fasal 4 ayat {1] bhuruf a dan hurad b edengan kelenouan:

a.  33% [higa puluh lma persenp untuk  belanja
pendidikan provinsi/kabupsten/ kola scsual dengan

HEWENA DEEnnYa;

B 259% {dua puluk lima  porsen) untubk belangs
keschutan dan perbaikan izl
provinsif kabupaten Kota weglinl dengan
kewenangannya;

. e [ugs pulub persen) untuk belama infrastrukiar
provinstf kabupaten kaota arsLal dengan
kewenangannya;, dan

d, 1% [sepulul  persen] wuntuk  helanjs baniaan

pemberdaysan Masyarakat Adat
prans S kabupaten S ko SCELAL dengan
kewcnangannya,

Pengpunaan DBH sumber dava alam pertambanean
minyak bumi dan gas alam =ebapaimana dirmaksud pacda
avat-[1) diprioeitaskan bagl OAP pada dasrah penghasil
dan rerdampak.

Pasal 7

Untuk mendukung pembangunan heckelanjulan  di
Provins: Papua, Pemerniah Daerah Provinsi Papus
berkewajibzan  mengalokasikan  sebagian  dank APBD
Provingt Papua vang diperoleh dan hasil eksploicasi
sumber daya alam Papua untuk ditabung dalam entuk
dana abadl, yang hasiinya dapat dimanfaartken unfualk
membilayal berbagol Keplaran pernbanpunen di mass
mendatang.

Eetenruar lelnh lamul mengena pengelolaan dana abadi
i APED scbagaimana dimaksud pada avat (1) diatur
dengan  Perdasus  dengan mengacu  pada ketetioan
peraturan perundang-undangan.

Pasal g5, ..
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Paszal &

Penernimaan Dana CHonomi Khusus yang bersifat urmum =etara
dengan 1% (sam persen) dari plafon dana alokasi umum
nasional scbapaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayar [2}
huruf a ditujukan uniuk

a. pembangunan, pemelibaraan, dan pelaksanaan pelEysnan
publik;

b, peningkatan keselahteraan OAP dan penguatan lembaga
Adat; dan

.  hal luin berdasarkan kebutuhan don prioritas daeralh
seRUal dangan Ketenfuan perafican perundanp-

undangan.

Pazal <

Penenmasn Dana Otonomt Khusus vang telab ditentakan
pergpunaannya deongan berbasis Kinega pelaksanaan sehesar
1,254 (satu koma dua puluh litna persen) dam plafon dana
alekast gmum  nasinnel  sebagaimana dimaksud  dalam
Fasal 4 ayat (2} huruf b ditujukan untok:

A, paling sedilol 30% [tiga puluh persen] untuk belanga
pendidikan;

b,  paling sedikit 20% {dua puluh persen) untubk belanjs
kesehatar dan

. pemberdayaan ekonomi masyarakafr.

Pazzal 10

Penpgunasn OT) scbagaimana dimaksud dalam Pasal 4 avat (1]
buead d untuk:

8. pendanaan pembangunan infrastrukiur perhubungan;
b.  encrgl listrik;

. g bersih;

d. telekonmandeas: . . .
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telekomunikiass;, dan

santtast ingkongsn,

Pusal 11

Pemerimilah Dacrash dapat menggunakan paling tnge
2% (lima persent dar aloksasi T sebapaimana dimaksad
dalam Pasal 4 avat {1] hural 4 untuk mendansi Kegiatan
penuiyang vang berhubungan langsung denpan Kepiatan
pembangunan yang didanal dan  penermaan dalam
rangka otonomi khusus Provinst Fapua untuk talhion
berkenaan.

hegidlan penunjang  secbapaimana  dimaksud pada
avart (1) melipaki:

4., dcEain porcncanaan;

. hbigva tender;

¢ jasa prndampingfiasilitator NON-Aparatur negara,
. Jasa kunsultan pengawas;

. penyelengpardan tapal koordinast; dan atan

f. perjalanan dinas antuk perencanaan, pengendalian,
can pangawasan Kegialan.

Besaran persentase unflk Kepiatan penungang dan
alokasi DTl scbapaimana dimaksud pada ayat (1)
sepanjattg tidalke melebabi paling bnger 5% (lima persen)
dapal discsualkan dengan  peraturan menteri yang
menvelengearakan  Urusan  Pemenntahan di bidang
keunanpan serelah berkoordinasi denpan menter yang
menvelengearakan  Urusan  Pemerintahan  di bidang
pekeraan umnm dan perumaban rakiyal, menlsn yang
menyvelenggarakan Urusan Pemenntahan di bidang energi
dan s ber dava mincral, ruerileri T
menyvelengearakan  Urusan  Pemernintahan 1 bidang
komunikasa  dan  informanika,  serla  menler]  vang
menvelenggarakan  Urusan  Pemerintahan Oy bidang
perhulwangan.

Pasal 12 . ..
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Fasal 12

Permernlah  Daerah Provinst apua dan Pemenntah
Daerah Balmipaten/Kola  dalam penyelcnggaraan
pendidikcan SesUai denpan Kewenangannys
mcngalokasikan anggaran peodidiken sampal denean
Jenjang pendidikan tingg.

Pendonaan penvelenggaraan pendiclikan vane menjadi
kewenangan Pemerintah Daerabh Provins: Papua dan
Pemenintah Dacrah Kabupaten/Kota  schagairmana
dimsksud pada avat (1] paling sedikit didanai melalj
Dana Dlonemnt Khusas dan Tambahan DBH Migas Otsus.

Penclatiaan penyelengegardan pendidikan melalul Dana
Otoneamd - Khl=ws dan Tambahan DBH  Migas Otsus
sebagaimana dimaksud pada avat (2) tercanium dalam
nincian pengpunaan dana DBH Migax Olsus dan Dana
Monomi Khusos sebapaimana dimaksad dalam Pasal G
dun Pasal ¢

Pusal 13

setiap penduduk Provinst Papua berhak meomperolch
pendidikan yang bermuiig sampai dengan Lngkat sckolah
menengah  denpan beban masyarabkal | secendah-
rendalunva.

Beban masvarakat serendah-rendahnys sebapaimans
dimnaksud pada ayat (1] ditetapkan aleh Kepala Daerah
dengan memperhatikan pendapatan per kapta setiap
kabupaten fkota dan kemampuan orang tua/wall peserta
didil:.

Pasgl 14

Pelaksanaan kewenanpan Pemenntah Daerabh Provins: Papua
dan Pemermrah Daecah Kabupaten, Kola bdang pendidikan
sesual dengan Peraturan Pemerinfah mengenal kewenoangan
dan kclembagaan pelaksanaan ketwjakao otonomi khisus
Frovins: Papua,

Pasal 13 . ..
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Pasal 15

Pemerintah Pusat, Pemerintah Dacrah Provins: Papuan,
dan Pemcrintah Draerah Kabupaten !Kota wa)lb menjamie
kesejahileraan dan keamanan bagl tenaga kesehatan.

Kesejahteraan sebapaimana  dimaksagd  pada ayat (1)
dibenkan paling scdikit dalam bentuk:

a. pembemnan nsentil lambahan berhasis Kincoa dan
kehadiran; dan/ atau

L. banluan peningkatan kualifikasi dan kompetcnsi.

Fazal 16

Pemerintaby Pusar wajiby mengalokasikan angearan keschatan
bagl OAF dar belanja kementenan/lembaga terkait sebagan
pelengkap pendanzan kesehatan yang berazal dan penerimaan
dalam rangka otonomi khusus Provinsi Papuaa.

I*asal 17

setiap pencdlduk Provinst Papua berthak  memperoleh
pelavanan kesehatan yvang beroutu dengan eban masyarakat
serendah-rendashnogs, melalui;

il

pelakszanaan peran Pemerintah Deerab dalam Program
Jjaminan keschatan sesual dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan; dan

dukungan  pendanaan  pelayaoan  kesehatan o Juar
cakllpan layanun Program jaminan keschatan nasional,
meliput dukungan pendanaan anfuk:

1. manlaat pelayanan keschatan bagi penduduk vaog
bBelum terdaflar sebmpal peserta jaminan keschatan
s ional;

2. manfaat polavanan keschatan yang ndak ditangguang
dalam Progratm jaminan kesehatan masional; alail

3. dukungan . ..
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3. dukungan pendangan Lo ontuk kebutuban
pelavanan keschatan bagl penduduk Provinst Papua,

FPasal 18

Pelaksanaan kewsnanpan Pemenntabh Daerabh Provinsi Papua
dan Pomerintahh Daerah Kabupaten ! Kota bidang kesehatan
gesual dengan Peraturan Pemenntah mengenal keweonangan
dan kelembagaan pelaksanaan kebijakan otonomi khusus
Fapua,

i1

(2

(1}

[

IPa=al 19

Penyelenpearaan  kescehatan  nleh Pemeniniah Masrah
dislanai antara lain melalui Dana OGtononne Khusus dan
Tambahan DEH Mipas Otsus,

Perencanaan dan penganggaran pelaksanaan kewajiban
Pemcrintah Dacrah scbagaimana dimaksod pada ayat (1)
metgart) pacda KIPPP yang disusin aleh Pemermitah Pusat,

Bagian Keempat

Porencanaan dan Penpanggaran

Fa=zal 20

Dalam rangka penyelengearaan vtonom khusus Proving
Papua, Pemernntah Daerah menyusun  perencanaan
PCOSEUNAATL #Atds penerimazan dalam rangka olunom
khusus Provinsi Papua yang berpedoman pada RIPPP
serta dintegrasikan  dalam RRJPD, RPJIMD, EKPD,
Fenzira SKPD, dan Renja SKFD.

Tahapan PCAVLISUNAL dokumen poronoanasn
peRRRLInaan  atas penerimasan  dalam rangka  otonomi
khusus Provinsi Papua sebagaimana dimaksud pada
ayat {1) dilaksanakan scsual dengan kelenbuan peralliran
perundang-undangan di hidang pengelolaan keuangar.

(3 Dalam - . .
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Dalam  penyusuanan  pEICRCENASN PEOERUNSAN dldas
penerimaan dalam rangka atenora khosus Provinsi Papua
stehagaimany dimaksud pada ayat {1], Pemenniah Dacrah
melibatkan seluruh permangky kepentingan dan peran
scTta masyarakat.

Pelibulan pemangka kepentingan dan peran serla
masvarakat schagaimana dimaksud pada avat  (3),
drwyudkan dengan  pelaksanaan Mousrenbang Oisus
sehagar rangkaian  ahapan penvuasunan RKFD vang
pelaksanaannys merupakan bagian Kegiatan yang odak
lerpisabkan deriyan prlaksaniaan Musrenbmng
Frovinz: Papua.

Pasal 21

Bupati dan Wali Kota menyusun rencana anggaran dan
Frogram peoggunaan penerimaan dalam ranghksa clonomi
khusus Provinst Fapua berdasarkan hasil Musrenbang
iMszus schagmimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat [4)
dengan berpedoman pada RTPPP dan rencana aksi 3 (lima)
tahunan vang dintcgrasikan denpan RRIMD,

Penyusuhan tencans angparan dan Preogram penpgunaan
peneritnaan dalam rangka etonomi khusus Provins: Papua
schagmimana  dimaksud padas oayal [1) dengan
memperhatikan pagy penerimaan dalam rangka ooonomi
khusus 'rovins: Papua tabun schelumaya.

Bupal tlan Wal Kola mengaulkan rencana anpgaran dan
Program penggunaan pollcrimaan dalam rangka otonom
khusus Provinsi Papua kepada Guberpuc uniuk dilakuken
evaluas).

Fencana anggaran dan Program  penpgunasan vang
digiukan oleh Bupalr dan Wah Ko sebagoitnana
dimaksud pada ayvat (3] adalah:

a roncana angegaran dan Program yang bersumber dan
Tambahan DHH Migas (isus;

T, rencAana . ..
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L.  reocana anggarae Jdan Program yang bersumber dari
penerimaan  vang bersilal umum  selars dengan
1" [zalu persen] dan plafon dana alokasi umum
nasional;

G rencand angearan dan Program yang bersumber dares
penerimasan vang telah dilentuksan penggunaannya
dengan borbasis  Kinerja  pelabzanaan scbesar
1,25% {#ally koma dua pulubh hma persen) dari plafon
dana afckasi umum naswonal; dan

d.  rencana anggaran dan Program yang bersumber dae
DTI.

Gubernur melakukan cvaluas) atas rencana anggaran dan
Program penprunaan pepnenmaan yang telah ditentukan
penggunaannyva dengan berbasis Kinerga  pelaksanaan
sebesar 1,25% (satu koma dua puluh lima peesen) dar
plafon dana alokasi umunn nasional dan DTI sebapaimana
dimaksud pada avat (4} humaf ¢ dan bueal «d.

Menteri yang meovelenpgarakan Urusan Pemerintahan di
bidang keuangan bersama trenter Yany
menyelengeurakan Urusan Pomerintahan dalam negeri,
menteri yang menvelenggarakan Urnsan Pemeriniahan di
bidang percncanaan  pembangunan  nasinnal,  dan
menten fpumpiman lembaga poemenntah nonkcmentorian
terkalt melakukan pendampingan dalam pelaksanaan
evaluas:  vang  dilakukan Cubernur  scbagaimana
dimaksud pada avat |5).

Fvuluas selmpgaimana dimaksud pada ayat [3) dilakukan
terhadap:

2. Kesesualan antara usulan Program dengan RIPPP
tlengan memperhatikan hasil Musrenbang Chsus;

b, kesesuaian usulan Program dengan kowenangan
kabupaten fkota;

€. BINCTEL . - .
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¢, sinergl usulan cencana  Frogram dan Keglatan
kabupaten/kota  dengan eencana Poogram Jan
Reglatan provins

ol kewajaran oilanl Program dan Kegilalan;
e. asas efisiensi dan elektinitas:

1. hasil pcmantauan dan evaluasi pererimaan dalam
ratighka tonem khusos Provinst Papus; dan

g. sinerm dengan Tencana anpggaran dan Propram
PCNESURAAN Penerimaan  yang bersamber darn
Tambahan DBH Migas {tsus dan réencana anggaran
dan Program pcngpunaan ponerimaan yang bersifat
wintrn selara denwan 1% (sata persen) dar plafon
dana alokas nnum naswenal sebagaimana dimaksud
rada aval (4] huratf 3 dan huraf b

Hasil evaluasi oleh OGubernur zcbagaimena  dimaksoed
Pada ayat (3] disampalkan kepada Bupatt dan/atau
Wal Kina.

Frasna] 22

(fubernur menyusun rencana anggacan dan Poograom
pengpunaan pencrnimaan dalam rangka otonomi khusus
Frovins: Papmd berdasarkan basil Mosrenbane Oisos
dengan berpedoman pada RIPPE dan rencana aks 5 (lima)
tahunat yang dindeprastkan dengan BRI

Penyusunan rencana anggaran Jdan Program pengglinasan
poncrimaan dalam raneka otonomi khusus Provins Fapua
selagaitnana  ditmaksud pada avar (1) dehgan
nmcmpcrhatikan pagu pencrimaan dalam rangka atonort
khusus Frovina Papua tabun gsebalummoga.

(3 Gubernur . ..
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Gubernur menvampaikan rencana anggaran dan Program
pcngEunaan pencrimaan dalam rangka otonomt khusus
Provins:  Papmla  yabg  chalokasikan  ontuk  prosvnns
schagaimana yang dirnaksud pada syat (1) dan hasil
evplias)  Program dan Kegiatan kabuparenf Kora
sebagaimana dimaksud dalam [Pasal 21 ayat {5] kepada
menterl yang menyelenpearalkan Urasan Pererntahan di
hidatg kewangaa, menleri yvang  menyelenggarakan
Urusan [‘cmcrnintahan dalam nogen, mentent vang
meryvelenggarakan  Wrasan Pemerinfabhan  di bidang

perencanaaan prmbangunan nasional, dan
kementerian/ lembaea pemerintah turnketnenterian
rerkair.

Fcncana angparan dan Program  penEgUnsEsn vomla
disampaikan oleh Gubernur sebagaimana dimaksud pada
aval [3) adalah:

&, roncana anggaran dan Program vang bersumber dari
Tambahan DBH Migas Utsus;

b rencana anggaran dan Program vang bersumber dari
peherimaan yvang bersidat ummum  setara dengan
Y% {satu persenp darn plalon dans glekast wmgm
nasional;

2. rencana anggaran dan Frogram vang bersumber dan
penerimadn yang lelah diteniukan penprunaannya
dengan berbasis Kinerja  pelaksanaon schesar
1,25% {satu koma dua puluh limas persen] dard plafon
duna alokasi umum nasional, dan

d.  rencana anggaran dan Program yang bersumber dar
DTI.

(3 Menteri . .
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Menten yvane menvelengparakan Urusan Pemenintahan di
brclzmg kewsanpsan bersama mcnten Yang
menvelengearakan Urusan Pemernintahan dalam ncecr,
menteri yanp menyekengparakan Lrdsan Pemeninlahan di
bidang perencanaan pembanpunan nasional,  Jan
menterl pumpinan lembapa pemernntah nonkementerian
terkait melakukan pentlalan atas rencana anggaran dan
FProgram penggunaan penerimaan yang telah ditentukan
penpgunaannya dengan berbasis Kinera pelaksanaan
sebegar L25% (satu koma dos pulub lima persen) dan
plalon dany alokast umum nasional dan DTl sebapaimana
rumak s pada ayvat (4 hural o dan baaoanl 9.

Penilaian sebapgaimana dimaksue] pada avat (5 dilakukan
terhadap:

a. kesesumat antara wsulan Program deopan EIPPP
dengan memperhatikan hasil Musrenbang Otsus;

b. keoscsualan usulan Program dengan kewenangan
provinst/ kabupaten/ kota;

c. sincrpl usualan  rencana Program dan  Koglaran
Eabupalen kola  cdengan repcana Progrem dan
hegidlan provins,

d. kewajaran mla Propram dan kegiatan,
e asas elisienst dan efelknvilas;

1. hasil pemantauan dan evaluasi penerimaan dalam
rangka otonemi khusus Provins: Papua; dan

g  =mnerg deonpan rencana  anggaran dan Program
prngpunaan  pencrimaan  vang  bersumber  dar
Tambuahan DEH Migas Otsus dun rencansd anggaran
ddagr Program pengeunsan penerinaan yvane bersifog
armum setara Jengan 1% [satg persen) dar plafon
dung alokast urmdm nasinng] sehagaimana dimaksd
parta avat (4 hurul a dan hurul b

Hazil penilatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5]
disampaikan kepada (rubernur.

Pasal 23 . ..
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Pasal 23

Fenyampaian rencans Anpgfacan dan Programm penpe unsEs
schogaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayal (3) disampaibkan
paling lambar bulan Apnl sebelum tahun anggaran herjalan.

(1}

(2]

[

(4]

Paszal 214

Hasil evalumsi schagaimana dimaksud dalam Pasal 21
ayal (3} dan hasil penilaian scbagaimana dimaksud daiam
Pasal 22 ayel {5) menjadl bagian yang tidak terpisabhkan
dari  penyvempurmaan rancangsn  akhir EKPD oleh
Petnerintah Deacrah scbelum ditctapkan menjadi
Peraturan Kepala Dasrh.

HEPD  Provinsi  Papua  menjadi pedoeman dalam
prlaksanaan kebijakan umum anpgarvan dan prioritas
plafon angeoaran scinentara di lingkup Pemeninteh Dasrah
1 Frovinss Papua.

Kebijakan umum anpgaran dan prioritas plafon anggaran
sementara vang disepakall oleh Pemerintah Dacrah dan
DPRE/DFEK memadl dasar penyusunan rencana keoa
dan anggaran satuan kerja Peranpkal Daecrah yang
bortanggung  jawab dalamn  pelaksanaan  pengeunaan
penenimaAn dalam rangka otonomi khusus.

Kebijakan umum anpgaron dan prioritas platon angearan
stetnenlara vang disepakst olch Pemerintah Daerah dan
DPRP/DPER menjad] pedoman poiyusvnan rancangab
APBD Pemetinlah Maerah Provinst Pupua.

Fagal 25

Dalam hal RIPPP sebapaimana dimaksud dalam Pasal 21
aydl (1) dan Pasal 22 navat (1) belum ditetapkan, rencans
anpgaran dan Propram mengacu pada RKPD, RRIMD, dan
ERJIPD Pemerintah Naccabh Provinst Pupua dan Pemerintah
Uaerah Kabupaten fKota.

Pazal 26 _ . .
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Pazal 26

Dalam hal roncana anggaran dan Program poenggunaan
penerimaan dalam ranghka otonnmi khusos Provingi Papoa
schapaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat {3] ndak
sesual dengan pagu penerimaan dalam rangka otonomi
khusus Provinst "spua dalam AFBN yvang telah disetujui
anlara Dewan Perwakilan Rakyar dan Permerntabh Fusat,
rencana angearan dan Program dulakukan penyesuaian
olch Bcpala Dacrah.

Proses penyampaian perubahan rencana angparan dan
Program  sebapaimana pada avat (1} berlaku  secars
mulatis mulandis lerhadap proses penyampaian rencana
anggaran dan Frogram scbagaimana dimaksud dalam
Pasal 21 dan Pasal 22,

Fasal 27

Dralam hal tepgadi perubaban rencana dan Program
penpEunaan penerimaan dalam rangka otonomi khusus
Provinsi Papua pecla tahun berjalan pada
kabuparenfkota, nsulan perubaban rencana penggunasan
penerimaan dalam tangka atenami khusus Provinsi Papua
di lahun beralan disampaikan cleh Bupat/Wall Kota
kepada GQubernur untuk mendapatkan perseiujilan.

Ciubernur melakukan evaluasi atas usulan perubahan
sebagaimana dimaksud pada avat (1)

Berdasarkan hasil evaluasi sehagamana ditnaksd pada
ayal (2], Gubernur menvampaikan persciujuan atau
ponolakan kepada  kabupaten/kola penglsul denpan
fembisan kepada  menteri vang  menyelenggarakan
rusan Pemenntahan di bidang kenangan, menten yang
menyolenggarakan Urusan Pemenntahan dalam negen,
menlerd yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di
bidanp peronocanaan pembangunan oasmonal, dan
menferif pimpinan lembaga pemenimtah nonkementerian
terkait,

(4] Dalam . _.
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M=larn hal terjadi perubahan rencana dan Program
pehpmtiaan pencrnimasn doalam rangka otonomt khusus
Frovins Papnla pards tahun berjalan pada previnsi, usulan
perubaban  rencana pengpunddn  poncrimaan dalam
rangka otonomi khozus Provins: Papua di 1shun berjalan
disampalkan oleh  Gubernor kepads menlerl yang
menyvelenggarakan  Uruszan Pemerintabhan di 0 bidang
keuangan, mcontert yvanp  menvelehgparabkeon  Urgsan

Pemeninishan dalam negerl, INEnCeri vang
menyelenpearakan  Urusan  Pemerintahan  di bidang
PREVETICATIAAT] Pembangunan nasonal, dan

menleti/ picnpnan lembagy pemenntah nonkementonian
terkait.

Mcenteri yang menvelenggarakan Urgsan Permeriniaban di
bidang keuangan bersama tnenter yang
menyvelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam neger,
menler yanp menvelengearakan Urusan Pemerintahan di
hilang  peréeneanasn pembangunan naswonal, dan
metterifpampinan Jemnbaga pemerintah nonkementerian
terkait melakukan penilaian atas usulan perubahan
sebagaimana dimaksud pada avat (4],

Ecrdasarkan hasi] penilaian scbagaimana dirnaksud pada
a¥at (3  menten  yang  menyelenggarakan  Urusan
Pecmerintahan  di bidang keuanpan  meovampeikan
perselujuan atau penolakan kepada Crubernur.

Persellyuan schapaimana dimoksud pada avat {3) dan
Ayl (B menjadl pedoman dalam melakukan penyesuaian
dengan mendahulll perubahan AFBD tahun anggaran
berjalan sesuai denpan keteniuan peraluran perundang-
undangan.

Ketentuan  cvaluasi  sebagaimana  dimaksud  cdalam
Fasal 21 dan ketentuan penilalan schagaimana dimaksud
calam Pasal 22 berlako secara mutaus mutandis terhadap
petulaian willan perubahan rencana dan rogram
petpgungan penerimasan dalam rangka otonomi khusus
Frovins Papga sehagoimand dimaksud pada ayac [2) dan
aval {3].

Paszpl 28 . ..
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Dalarn hat hasil evaluasi sebspaimana dimaksud  dalam
HMazal 21 ayat (3] dan hasil penilaien sebagzimana dimaksued
dalam Pasal 22 avat (3 bdak sesuai denpan vang dianggarkan
dalam AFBD, Kepala Draerah melakukan penyesualan dengan
mendahulul perubahan APBD tabun anpsaran berjalan sesual
dengan kelenlian peraluran perundang-undangan.

Bagian Kelima
Pengrlolasian

Pasal 24

{1] Penerimaan DBH sumber dava alam  pertambanga
minyak bumi dan gas alam scbagaimana dimaksud dalam
Fazal 4 avat |1] huraf a dan huraf b terdie atas:

a DBH sumber daya alam pertambangan minyvak buras
dan pertambangan gas alam vang pengalokasiannya
dimfur  sesmua dengan kelenluan  peraturan
perundang-nndangan IMETI e purimbangan
keuangan antara Pemetintah PLisal 4y}
FPemerintahan Daerah: dan

b. Tambahan DBH Migas Otsus berupa selisih antara
F0% [tupah puluh persen) baglan daerah sebagai DBH
dalam rangka otonomi khusus denpgan persentase
agian daerah sebapmimana dimaksud pada hunaf a.

2] Tamhbahan DEH Migas Otaus schagaimana dimaksad pada
ayac (1) hurul b dialokastkan kepacds provins: penghasil,

13) Pemerintalh Daerah Provinst Papua  mengalokasikan
Tambahan DEH Migas Otsus sebogaimana dimaksud pada
avar [2) kepada kalbupalen bkl dalam pewins vang
bersanghkutan secara adil, transparan, dan berimbacog
denpan memben perhalian khusous pada dasrah ternnggal
dan CAP.

(4] Pcngalokasian . . .
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Pengpalokusian Tumbahan DEH Mipas Otsus  kepada
kabupatenfkota dalam  prowinsi vang  hersanpkutan
schapaimana dimaksud pada aryat (3], ditctapkan eclch
Gubernar paling lama 30 {tiga puluh] har lechitung sejal
tangeal alckasi Tambahan DBH Migas Otsus ditetapkean

deppan peraluran perandang-undangan terkat nncian
alokas: DBH Migas.

Ketentuan letabh lanpul mengena peneslelaan Tambahan
DEH Migas Otsus sebagaimana dimaksud pada ayat [4)
cligiur dengan Perdasus,

IFasal 31

Permmbagian alokast antarprovins atas pagy Dans Clonoemi
Kbhusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat [1]
hureuf o, dilakikan oleh Pemerinizh Pusal dengsn
mcmperhatikan:

a.  jumlah OAP;
b. jumlah pendudul;
luas wilayah;

d.  jumlah kabnpaten floota, Mistrik, Jan
kampung/desa/kelurahan;

€. tingkat kesubitan geogralisg;
f. 1ndcks kcemahalan konstruks:
. lmxzkal capaian pembanegunan; dan

k. indikator lain vang diatur dalam peraturan menien

yang menyelenggarakan Urusan Pomerineahan  di
bidang keuangan.

(<) Pembagian . . .
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Pembagian alokus ATILANA PTUVITIEL dengan
kabupaten/kota dalam provins yeng bersanglkutan ates
PagL masing-masing provinst yang itclah dialokasikan
dlenpan perhinungan sebagaimana dimaksad pada ayal (1),
dilakukan olel "emenntah Pusat atas usalan Pemerintah
Daerah Frovinst Papua vang memperhatian belanj=
urilsan dan Kewenangan  anlara provinal dan
kabupaten/kota, dengan bagian provinst bidak meclebihi
0% iipa puluh persen] dATr pHE (ITOVITEET yANE
bersangkutan.

Fembapian alokast antarkabupsien kot dalam prosamnst
vang bersangkutan atas pagu kabupaten/ kota vang telah
dislokasikan denpan perhitungan sehagaimana dimaksuod
pada avar (2], dilekukan nleh Pemernintah Pusat aras
usulan Pemerintah  Dacrah Provins: Papua deonpan
rnermperhatilian:

jurzlabh QAP

a
b, jumlah penduduk;

]

luas wilayatb;

P

Junilah kabupaten/ kota, Dnsirik, dan
Kampune, dess f keliraban;

e.  fingkar kesulitan geografis;
. 1ndcks kemahalan konstiuksy;

£, tingkat capman pemobatngonan; dan

h. indikator lain yang diatur dalam peraturan menten

yvang menvolengearakan LUrusan Pemonntahan di
bidang keuangat.

Dalam  hal salsh salu data  vaniabel  sebagzimana
dimaeksud pada avat (1) dan ayat {3) tidak tersedia,
pcmbagian antarprovinsi scbagamana dumaksud pada
pval (1 dun prmbaglan anlarkatmpaten; kola
sebagaimana dimaksud pada ayat {3| menggunakan data
variabe]l vang lersedia.

{7] Dalam . . .
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Dalam  hal kewenangan  antara  provins:  dan
kalbpalenfkela sebagaimana dimaksud pada avat [2)
mcngalaml  pocrubaban danfetay lerlapat kebjjakan
periibahan  prioritas kebutuhan, besaran  persentase
batasan maksimal hagian provinsi sebagaimana dimaksud
pada ayat {2) dapat dilakukan penyesiaian.

Keleniuan menpgenal peonycesuaian besaran persentase
batasan roaksimal bhagian provinsi schagaimana dimaksad
pada ayar (3) diatur dengan peraturan menleri yang
menyvelengrarakan  Urusan  Pemerintahan di bidang
kouangan.

Fasal 31
Pembagian  alokasy  antarproving algs pagoe DTI

sebapgaimana chraksul dalam Pasal 4 ayat [1} huraf d,
dilabkukan oleh Pemerintah Pusal <denpan memperhatikan:

a.  prwontas kebutuhan  nfrastukior perhubungan,
coergl listrik, aie bersih, lelekomunikast, dan sanitasi
hngkungan; don

b. indikator lain yang diztur dengan peraturan menter
yang menyclenggarakan Urisan Pemerintahan di
Liclang kevangan.

Fembagian aloka si ANLATH pProvinsi dengan
kaliipalen/ kota dalam provinsi yang bersangkutan atas
pagu  masing-masing provinsl yang telah dialokasikan
dengan perhitungan sebapaimana dimaksoud pada avat (1),
dilakulkan oleh Pemerintah Pusat atas usulan Pemerintah
[rserah Provinsi  Papua  denpan memperhatikan
kewenangan antara provinsi dan kabupatenfkola sera
privritas kebutuhan nfrasoukiur perhubungan, energi
histrik, air bersih, ielekomunikasi, dan sanitasi liogkungan
yang mengacu pada RIPPP.

{-3) Pembagian . . .
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Fembagian alokast antarkatnipaten/ ko dalaon poovine
yany bersangkulan atas pagd kahupaten) kola vang telah
dialokasikan denpan perhitungan schagamana dimaksad
pada avat (2], dilakukan oclch Feomermtah Pusat atas
usulan  Pemerintah Daerah Provins Papua  dengan
temperhatikan:

A, pemerataan Kemampuan kebuparen!kofa dalam
pemendhan kebwiiuwhan mummal nfrasicakiur
perhubungan, EOETEL listrike, air bersih.
telekomunikasl, dan sanitast ingkongsan; dan

b. prioritas  kabupaten/kota  terkait nlrastroktur
perhubungan, errergl listyik, ar bersih,
teickrnnumbkasi, dan  santas lnghungan vang

mengactl pads RIFFP.

Pasal 32

Usulan alokasi Pemerintaly Daerah  Provinsi Papua
sebhagaimana dimaliand dalam Pasal 30 ayat {21 dan
aval (). serta Pasal 31 ayal (2] dan ayal (3] disampaikan
vleh (rubernur kepacds menien yang menyelenprarakan
Urusan Pemeonntahan di bidang kcuangan.

Usulan alokasi Peomerintah  Dacrah Frovins: Fapua
sebagaimana dunaksud dalam Pasal 30 ayat {2} dan
avat [3) disampaikan paling lambat bulan Jubl sctiap
L

Usulan  alokast Pemerintah Daerabh Provins:  Papua
schagaimana dimaksud dalam Pasal 21 avat [2) dan
svat {3] disampalkan paling lambat bulan April sctiap
taliun.

Menteri vang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di
bidang keuvangen melakubkan evaluas terhadap usulan
Pemenntah  Dacrah  Provinar  Papua schagamana
dimuksud pada ayvat (1).

Evaluasi sebagawnana dimaksud pada ayat {1| dilakulan
terhadap kesesuman usulan denpan ketentuan peraturar
perndang-undatgan.

(6] Dalam . ..



SK Mo OD&6796 A

)

b

[1]

(2]

i1

PRESIDEN
REFUBLIK INIIOMNESIA,

-3 -

[Jalatm hal Pemernntah Dacrah Previns: MPopua tidak
enyvampaikan  usolan selapaimaoa dimaksad pada
ayat (1) scsual batas waktu scbagaimana dunakaud pada
avat {2] dan ayal (3], Pemernmtah Pusat melalesanakan
ketentuan dalam Pasal 30 ayvar {2) dan ayal (3), setis
Pasal 21 ayvat [2] dan avat (3], tanpa usulan Pemerintah
Daerah Provinsi Papua,

Hasil evaluasi scbhagaimana dimaksud pada ayar (4] atan
Hagil perbitungan vang dilakuksn Pemerintah  Pusat
sebapaimana dimaksud pada ayat (6], digunakan sebagai
dasar pengusulan pagu alokasl pencrimaan provins: dan
kabupaten/kata dalam rangks ctonomi khusus Provins
Papua sebapaimana dimaksod dalam Pasal 4 asat {1]
hurut c dan huryl' g pada APEN,

Pasal 33

Hasil pembagian alokasi penerimasn dalam rangka
otonomi khusus Provinsl Papua selapaimana dimmaksod
dalam Pasal 29, Pasal 30, dan Pasal 31, disampaikan
dalam pembahasan rancangan ondang-undane mengenai
APBM amtars Pemerintah Pusal dan Dewan Perwakilan
Halorat.

Alokasi menuru! pencrimaan datanm rangka  otonomi
khusus Provinsi Papua per provinsi/kabupaten/kota
diletapkan dalam Peraturan Presiden mengens rincian
AFBM.

Pazal 14

Brsaran persentase penerimazan DEH sumber dava alam
pertemlangsan minyak bumi dan gas alam sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 avat (1) harula dan haruf b muolai
tahur 2042 menjadi 20% {lima pulub persen|.

(2] Mana oL
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Dana Oionomi Ehusus schagaimana dimaksud dalam
Pagal 4 aval (1) hural o dilaksanuksan sampal dengan
tahun 20041,

Bagian Keenam

Penyaluran

Pazal 35

Femerintah Pusat mclakukan penyaluran Dana {Manomi
Khusus schagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat [1)
hurul © dan DT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4
ayat  {l] huruf 4 baman provinst dan  bagan
kabupatenfkata melaldi pemindahbikogan dari REUN ke
EKUDL prownnst dan EKUD kabupaten/ kota.

Pemerintah melakukan penvaluran Tambahan DRHA Migas
Chsus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 avac {1
hural b bagian provinsi dan bapian kabupaten/kota
melaluw pemindahbukuan dan EKUM ke RKU LD provinsi.

Privainst melakukan penysluran Tambahan DEH Migas
(Maus  aebagmimaens dimaksud pada aval (2 bagian
kabupaten/kota melalui pemindabbukuan dari RKUD
provins: ke RKUD kabupaten / kota.

Penvaluran Dana Qonomd Khasus dan DTT sebapaimana
dimaksud pada avat {1) serta Tambahan DEH Migas Ctsus
sebagaimana dimaksud pada ayal (2} dilakukan dalam
beherapa tuhap.

Penyaluran Dang Honomi Khusus dan DT] scbagaimana
dimaksand pacs ayval (1) serta Tembahan DBEH Migas Ctaus
sebagaimana dimaksudd pada avar (2] dilakukan denpgan
memperhatikan Kinerja realisasi anpgavan dan Kinerja
capalan keluaran.

kinerja realisast anggaran sebagaimana dumaksud pada
dyal [3) direviu oleh APIP dasrah,

I7) Kinerja . .,
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Kinega capaian keluaran sebagaimans dimabswd pada
avar 5] direvin hersatnma oleh menteri yrang
menyelenprarakan Urusan Pemerintaban dalam nepgeri,
menteri vang menyelenggarakan Urasan Pemenntahan di
bidang Leuvanpan, menteri yvang menvelenggarskan
Llrusan Pemerintaban di bidang [UCEnCETEAN
pembangunan nasionsal. dan menterl pimpinan iembags
permenntah nonkemenierian lerkail.

kKelentuan elih lanjul mengenal W@le care penvaluran
Tambahan DEBH Mipas Otsus sebapaimana dimaksud pada
ayar |3) diatur dengan Perdasus.

Bapian Ketwjuh

Prlak=zanazan dan Peonatausahaan

Pasnl 26

Semud pencnimann dan pengelouaran desrab dalam rengka
pelaksanaan angparan yvatyg bersumber dari penetrimaat
dalam rangka otonorm kKhusus Provinsi Papua dikelola
dalam APBD.

Dalaw rangka pengelolaan vanp daerah yang berasal dac
penerimaan dalam rangka otenonu khusus  Mrovnns
Fapua, pcjabat penpelola  kcuwangan dacrabh selaku
bendahara  umum dacranh membuks rekening kaw

penerianaan dalam rangka elenoomi khusus Posinst Papua
pada bank umum yang sehat.

Fengelolaan penerimaan dalam rangka otonomi kKhusus
Frevins! Fapua oleh setiap Perangkat Daerah dan satuan
kerja penpelola keuanpan daerabh harus didukung bukt
vang lenpgkap dan sah,

Dolkumen pelaksanaan dan pecnatausahaan
enencantrmkan sumber dana dan keloaran Kegiatan rang
berasal dan penenmaan dalam rangka otonomi khusus
FProvins: Papua, serta penenima manfaat wiamanyva OAP,

BPazal 37 . ..
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lPaszal 37

SILPA  vang brerasal dan penerimasn dalam ranghs
ey khasus Provinsi Fapua, pengelolaannya
dipisahikan dengan SiILPA syang berasal dan sumber lain.

S1LPA sebagaimans dimaksud pada ayat (1) yang berasal
datrl pekerjaan tahun angparan sebelumnya vang belum
dibwyarkan  dan/falauw belum dapat dilaksanakan,
digunakan untuk mendanal Program dan Kegiatan tahun
schelumiya vang belum dibavarkan danfatan helum
apar dilaksanalan.

SILPA sebagaimana dimaksud pada avat (1] yang berasal
dari efisienst pencapaian keluaran Keglatan, digunalkan
nintuk mendanai Frogram dan Kegiatan priorntas tahun
angearan berjalan dan/atau dapal disisithkan antulk
dikelola sebagai dana abady.

Pasal 38

Femerintah Daerah menyusun sistem dan  prosedur
prlaksanyan d=n pendfausdhzan peperimaEan dalam
rangka otonomn khusus Provinst Papua dengan mengaca
pada ketentusn peraturan perundang-undangan.

Dalam peoyusunan sisiem dan prosedur pelaksanaan dan
penatausahaon sebapaimana dimaksud pada ayat (1),
Pemnerinlzsh  Pusat membenkan pendasmpingan dan
asistensi kepada Pemerintah Dacralh.

Fenalausahasn  penernmaan dalam rangka  olonoml
khusus Provinsi Papua vang Llidak diatur secara khusus
dalam Peraturan Pemenintah ini dilaksulksn sesuwal denpan
ketentian  pecatlican perundang-undangan  menganai
prigelolaan keuangan daerali

Bagian . ..
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Bagian Kedelapan

Perlangeungawalman dan Pelaporan

Pragul 239

Pertanggungjawaban  pelaksanaan  penerimaan  datam
rangka otonom khusus rovinst Papua sebagaimana
ditnaksud dalam Pasal 4 clilabolkan mengikuli mekanisme
pertanpggungiawaban  pelaksanaan pada APBD  sesuai
cdengan Ketennuan peramiran peruondang-unodsngsan.

Femerintah Dacrah wajib menyusun laporan tabunan atas
pelaksanaan  pengelolaan penenmaan  dalsm rangka
otonomi  khusus Provinsi Papua untuk  disampaikan

kepuda  Buadan Pongarah  Peorcopatan  Pembanpunan
Otonomi khusus Papua, OPEF/DPEEK, dan MRE.

Badan Penparah Percepatan Pembangunan Otonori
Khusus Papua melakukan Rooedinas: ondak lanjut
lapuran schagaimana dimaksud pada avat (2) dengan para
pihak  vaog  berkepentingan  dalam pelaksanaan
pembinaan, pengawasan, pemantauan, dan evaluas) atas
penerimaEan dalam rangks olenomm kKhusas Provins
Fapua.

Laporan lahunan sebapaimana dimaksud pada ayat |2}
paling kurang mermuaat utaan:

1. rencand anggaran dan Program;
b, sumber daya manmisia;
<. rcalisasi anggaran dan capaian keluaran,
kenlala pelaksansan dan Undak lanpat penyeleosaian,

e, folo dan lokus Repiatan bk strategis dan priovilas,
l=n

. usulan perbaikan tata kelola.

(5] Laporan . ..
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Laparan rahunan schagmimana dimaksud padza avar (2)
disampaikan paling lama 1 {tiga] bulan setelah tahun
anggaran berakhir,

Bag 1l
FEMEIMAAN DAN PENGAWASAN

Eaman Kesatu

Pemnlsiarnd«an

Praxnl 40

Kementerian, lemmbaga pemerintal nonkementerian, dan
Pemenntah Dracrah Provinst Papua sesual keweonangannyra
melakukan permbingan terhadap penpelnlaan paneritnaan
dalam rangka otonomi khusus Provinst Papua dongan
menjunjung prnsip  keadilan, transparan,  akuntate],
teprat sasavan, elektf, dan efizen.

Fembinaan terhadap pongclolaan  ponocnimaan  dalam
ranphks otoneena Khusus Provingr Papua dapat dilakuloan
bersama-sama sccara koordinatil dan diarahkan cleh
Badan Pengarah  Percepalan  Pembanpunan (fomommi
Khusus Papua melalui lorum sinkronisasi, hanmonisasi,
cvaluasi, dan koordinast.

Pemmbinaan sehagaimana dimaksud  peda avat |1
dilakultan dalam aspek poroncanaan, ponganpgsaran,
PUNRLRATISHS1EN, prlaksanaan, pelaporan, dan evaluase.

Pembinaan sebagaimana  dimaksud  pada  ayar [
dilabulkan lerhadap:

a. HKepala Daerah;

b. Perongkat Daerah pelaksana penerimaan dalam
rangka olonomi khusus Provins: Papug; dan

. AFIP daerah provinsi/kabupaten/kata.

Pasal 41 -, ,
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Pasal 41

Pembinaan schagnimana dimaksud dalam [Pasal 40
ayat [1] dilakukan dalam bentuk pendampingan/ fasilitasi,
konsultasl, pendidikan dan pelatdhan, bimbingan teknis,
serta  penclitian dan penpembangan sesuar denpan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pembinaan schagaimana dimaksud pada avat (1] dapar
mengpunakan hasl petnantauan dan evaloasi.

Bagman heduan

Fengavwaszan

Pazal 42

Penpawasan dilaksanakan dengan  tujuan unruk
membernikan kcyakinan bahwa pengelolaan poocrimaan
dalam  ranpgka obmomie khoasos Poovinse Papuag
disclengearakan  scoara  Lransparan, akuntabel,  dan
mencapal  tarpet lasid!Sasaran yang dilctapkan serla
meminimalisit nisiko ketndakeepatan penggunaan dalam
rangkda mewyjudkan pencapalan tujusn otenom khusus,

Pengavwasan dilakukan terhadap pengelolaan penerimaan
dalam rangka otonomi khusus Provinst Papua melipuai
asprk  peroncanaan Jdan pengacggacan,  pelalsanaan
dan pcnatausahaan, zerta perrangpungjavaban
clan pelaporan.

Penpavwasan  terhadap  penpelclaan penenmaan dalam
rangkd olenomi khusus sebagaimana dimaksud pada
avat (2 dilakukan secara koordinalil sesual dengan
kewenangannya oleh kementerian, lembapga pemernntah
nonkerrenierian, Pemerinigh Dacerah, Dewan Perwakilan
Raloyat, Dewan Powakilan Daerah, Badan Pomeriksa
Keuangant, dan pergurian Ungel Teser

Pasal 43 . .,
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Pasal 43

Dalam ranghka elekivitas dan menghindarkan tumpang lindih
penpawasan, Daodan Pengarah Porccpatan  Pombangunan
Cheonomui Khusus Papua menpkoordinasikan dan mengarshkan
pengawasan  yvang cilakukan oleh  kementerian, lembaga
pemermtah nonkementernian, “emerintah Dacrah schagaimana
dlimmaks] dalarm Pasal 42 ayarl (5.

Pasal 44

{1] FPengawasan schagaimana dimaksud  dalam Pasal 42
avat [3] dilakukan dalam hencul:

&, audit, reviw, cvaluas, dan pcmantauvan; dan

I, heniuk lHinnys segyal denpan kerentuan peratutan
perundang-undangan.

{£] Perngawazan schagamana dimaksid pacda ayat (1) dapat
dilakukan secara pericdik dan insidentil.

(3} Hasl pecngawasan sehapaimana dimaksud pada aval (2]
dituangkan dalam laporan Hasil pengaveasan.

Frasal 45

(1} Kementerian, lembaga pemerintah nonkcmenterian, dan
Pemenintah Dacrah scbhapaimana dimaksud  dalam
Pasal 42 aval (3] melakukan pengawasan melalul:

a. AFIP  pada  kementerian/lemboga  pemenintah
nenkementerian ierload;

b, lembapa vang melaksanakan ogas dan  fungsi
PCMENWAESAN INtern pemernnlah; dan fatau

<. AFIP pada Pemerintah Daerah.

{2} ID»eneawasan olech Dewan Pereakilan Fakyar selbmpaimana
dimaksud dalam Pasal 42 avat {3] dilaksanakan sesual
dengan ketentuan peraturan perundang-undangar,

(3} Fengawasan . . .



SK No 0053897 A

(:3)

(4]

(1]

[}

(1}

(2)

6

FRENIDEN
REFUBLIK [NLUONESIA

T

Penpgawasan sebapaimans dimakswd  dalam Pasal 42
avat [1] dapat dilakukan oleh DPEP/DPRK dan MRF sesual
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Petipawasan  sebmpaimana dimaksud  dalam Pasal 42
avat [1} dapat dilakukan olch keomist Pemberantasan
Korupsi sczual denpgan ketentusn peraturan perlindang-
Ldangarnt.

Fengawasan oleh pergurian tingp sebagaimana dimaksud
dalarn Pasgl 42 gyal (G dilakukan melalui pengkajian dan
penelitian yang hasilnya dapat diakses dan dimanfzatkan
aleh pemenniah dan masvarakoat.

Fasal 405

Kepala  Dmerah wapl menyelenpgaralkan sistemn
pengendaban intern  pemeriatah atas  pelaksanaan
Kepimtan penpelilaan penenmaan Jdalzm ranpka gronami
khusus Prvnnsi Papua yang ekonomis, efekul, clisien,
transparan, dan akuntabel,

Penyvelenpgaraan sistem pengendalian intern pemerintah
sebagaimana dimaksud pada ayad (1) dilaksanakan sesuai
dengan ketenluan peralliran perundang-undangan.

Fasal 47

Muasyarakal dapat berpartigipasi dalam pengawasan
penvelengearaan Pemennlahan  Daerah terhadap
pengclolaan penerimaasn dalam capgks otonomi khusus
Provinsi Papua.

Masyarakat sebagaimane dimaksud pada aval (1) dapat
cilakukan secara  peeorangan, perwakilan  kelompol
pengauna pelayanan, poreakilan kelompok pemerhat,
atau  perwakdlan badan hukum vang  moempuanyal
kepedulian terhadap penveclenggaraan  FPemernntzhan
Drarrah lerhadap pengelolagzn penerimaan dalam rangka
otonomd khusus Pronnst Papua.

(3} Masyarakat . _ .



SK Mo 005893 A

()

i1

I2)

{2]

{1]

FPRESIDEMN
REPUBLIE INDOMNESIA

.q1 -

Musyarakal dapal meoyampadikar laporan dlau
penpgacdyan aras dugaan penyinpangan kepacda para hale
sehagaimana dimaksud dalam Pasal 42 aval [3)

FPasal AR

Pemerintalhy Daerah Provinz Papua dan  Pemerintah
Daerah Kabupaten!Keota wajb menyelenggarakan dan
menyusun  aturan  terkait sistem poneaduan untuk
mendukung elekovitas dan elsiens] pelabsdnaan
PUTIRAWHSED terhudap pelakzanaan poengelixlaan
penerima=n  dalam ranplks oterinon khasus . Provinsi
Papida.

Masyarakat dapat menpgunakan sistem  pengaduan
scbagaimana dimaksud pada ayat {1) scbagol salah satu
media penyampalan laporan atau pengaduan atas dupgaan
peyimpangan polaksanaan  peneelolaan penerimuaan
dalam cangka olonorni khsits Prowiost Papua.

Pengaduan vang disampaikan melalui sistem pengaduan
sehagaimana ditnakswd pada avat (1) dapal dijangkau,
diketabon, atau diakses oleh pihak yang mclakukan
pengawasan =sebagaimana dimaksud dalam Paszal 42
avat {3).

Bagman Hetien

Prmantausan dan Evaluas

Pusal 40

Pemanlauan dan evatuasi dileksanakan dengan tujuan
untuk memastikan pelaksanaan Program dan kcoglatan
alas pencrimaan dalam rangka otenomi khusus Provins:
Papua seswal dengan rencana dan kctontusn peraturan
poerundang-undangan scrta scbagal pertimbangan untuk
penrempurnaan kebnakan pengelidagn penerimaan dalam
rangks atonomi khusues Proving Papua,

[2] Pemantuuaen . . -
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Frmaniausn dan evaluss dilakakan lerhadsp Kineta
pengelolaan pencritnaan dalam rangka otooorm khusas
Frovvinst Papua dengan ketentuan;

el

1.

i,

mMeEnteT VENgE menyelenggarakan Lirisan
Pemenntahan di bidang  kouangan  mnclalkulkan
pernantanlan dan evaluast lerhadap realisas
penverapann  dan ketepatan  waktu  dalam
PENYAMPALAN [aporan penyerapan penenmaan dalam
rangka otonomi khuwsus Peovinsit Papua vang dikelola
cleh provinstf kabupaten/ kota;

menler f pimpinan lernibapa pemerintah
nonkementerian erkait melakukan permnantauan da
evaluasl terhadap ponpelelaan Keglatan, capouan
keluaran,  dampal, dan meanfaar pelalsandan
Keplatan dalam rangka otononu khusus Provinsi
Papmga yvang dikelsla oleh provins katidpalen /ala;

ne11ter yang menyelenpggarabar Urusan
Pemenntahan di dang perencanaan pembaneunan
nasional  melakukan  pemantavan dan  evakuasi
terhadap capaian keluaran, dampak, dan manfzal
pelaksanaan Kepiatan dalam rangka otooomnt Khisis
Irovins Fapua yang dikelola oleh
provinsf kabupaten/ kota sesual dalam RIFPE dan
rencana akst & {lima) tahunan;

menierl YHOE, menyelenpearnkan Lrusan
Pernermtahan dalam neperi melakukan peroantauarn
dan evaluasi terhadap penpelolzan dalam APBD atas
pensrimaan dalam rangka olonomi khusus Proviosi
Papua oleh provinzi}Kabupaten | kota; dan

Gubernur melakukan pemantauan dan cvalaasi
terhadap prlaksatiaan prermbangunan o
kabupaten/kota vang didanal dengan penerimaan
dalam rangks oloonoml khusous Provins: Papoa,

) Pelaksanaan ...
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Feluksansaan  evaluasi  schagmimana  dimaksud  pada
avat [2) dilakulan bersama-sama secara koordinatil dan
diarahkan alch Badan Penparah Percepatan
Fembangunan Qlonomi Khusus Papua.

Femantauan sebagaimana  dimaksud  pads  avat  [2
dilakukan lerhadap Keplatan yang scdang berlangsung
melalul pengamatan langsung i lapangan  dan/acaw
prnpdamatan  tdak  lappsung  melalni dekumen
PETE AT, PETIRATIERATAT, prnyaluran, dan
pelaksanaan penenmaan dalam rangka otonomi Khusos
Privvinst Papua yang lelah disampatkan oleh Femenintah
Dactah kepadz  kementerian/lembaga  pemerintah
nonkementeénian seslal kewenangannya,

Evaluasi sebagaimana dimaksuod pada ayai {2) dilakiokar
terhadap Replatan rang telah sclesal dilaksanakon melalul
pengamatan langsung b Tapangan dan /2180 pengamatan
tidak  langsung  melalul  dekumen  laporan tahunan
pelaksanaan penenmasn dalam rangka otonoemi khusus
Provinst Papua vang telah disampaikan oleh Pemerintah
[haerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39.

Evaluazl sebagaimana dimaksud pada ayat (3} dilakulean
dalam:

d. peridde tablinan;
b.  perinde herkala % (lima) tahunaen; dan;afau
c. prricde tertontu,

Evaluasi periode tahunan sebagairnans dimaksod  pads
ayat (8 hurul a dilakukan dengan tgjuan termasuk
namun fulak rechatas yriuk:

a. menyesualkan  target capaian kelvaran tahun
berikutnya  atas capalan keloaran di tahun
sebelumnya,

L rmenentukan | .
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b. menentukan ketnwjakan alas sisa doana penggunaan
penerimaan dalam rangka olonomi khusus Provinst
Papuy,; danfatan

. mempersiapkan langkah vang perlu diambil unrik
periode ftabhun berikutnya.

Evaluasi periode berkala 5 (lima) tabunan sebagaimana
dimaksuadl pada ayat (6) hurul b dilakukan dengan tujuan
lermasuk numun tidak terbatas untulke:

4. menilal capain atas Hasil pengelolasn peneriosan
dalam rangka otonemi khusus Provinsd  Papus
dibandingkan dengen largel yang  direncanakan
dalam RIPPF dan rencana aksi 3 [lima) tahunan;

I mepentukon sektor-scktor  yang  masih perlo
dilakukan perbaikan dan dilanjutkan dalam periode
henkutnya; danfatan

¢, menyesuwaikan mermutakbickan rencana aksi S (Lima)
Ltahunan.

Evaluas: perpxde lerlentu scbagaimana dimaksud pada
ayal (50 huru! ¢ dilakukan antuk twuan wertentu sesuan
kebatuhan,

Hasil pocmantavan dan cvaluas sebagaimanas dimaksad
pada avat (2] dituangkan Jdalarn laporan hasil pemantauan
dan evaluasi.

I'azal 50

Pengclolaan penenmaan dalam rangka otooomi khusos
Provinst Papua dilakukan melalui sislemn infurmasi yanp
termtegrasi dan dapat diskses dan dimanfoatkan oleh
permangky  kepentingan  di Pemcnintahh Pusat dan
Peinerinlah Dasrah Provins: Papua termasuk masyarakar.

Si5em informasl sebagaimana dimaksad pacdas
aydl  [1] menpinlegrasikan  informasi perencan=n,
pengalokasian, penyaluran, penatausabaan, pelaporan
perlangguigawaban. pemantauan, cvaluasi, dan lokasi
koordinat kepmatan penenmasn dalam rangka ctonomil
khusus Provins: Papua.

{3] Sistcmn . .
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i3] Sisiem informas yang terintegrast schagaimana dimaksud
pada avat () ditujukan untuk mendukoang kebuollban
penyedigan  dala dan informast dalame perumosan
ketnjpkan  penpellaan APBN  ates  penestfimant dalam
ranpka otoncaai klusus Provinsi Papua.

4} Histemn miormaszl sebapaimana dimaksud pada ayat (1)
disclenggarakan olch menteri vang menyelenpearalkan
Urusan Pemerimtabhan di bidang keuangpao dan lerhubuang
dengan Irerlaagal sislen yang rerdapat i
kamenferian letnbapa  pernerintalk nonkementenan dan
Pemerinlah Dacrah dengan prinsipanteroperabilitas.

Pazal 51

Ketentvan lebih lanjut  menpgenal  perencanadn dan
penganpgaran, pongalokasian, penyaluran, pelaporan, dan
pengclolaan sistem informas yang Tefintegras penertnaan
dalam rangks otonomi khusus Provinst Papua diator dengan
pUrAb LA menler yang tnenyelengparakan Urasan
Pemerintahan i bidang kevanpgan.

BAB [V
RENCANA INDUK PERCEPATAN FEMBANGUNAN PAPUA

Pasal 52

(1] Pemerintah Pusal bersama dengan Pemerintab Daerah
Provinsi Papua menyusun RIPPP dalam ranpka otonomi
khusus Provinsi Papua dengan mengedepankan prinsip
pengelolaan kevanpan vang bailk dan dikonsuliasikan
dengan DFRP.

{Z2) RIPPP dalam rangka otoenomi khosus  sebapaomana
dimaksuad pada aval {1] disclaraskan tlan
dismkronisasikan dengan REIPN serta wajib menjads
acuan bag RPJM MNasional, Renslra KL, REP, dan
Fenga K/ L.

(3} RIPPP . _ .
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RIPFPP dalam rangka otoneime khosus selsgaimana
dimaksad pada ayat (1) wajily tnenjadi acuan hagi RPIFD,
KEIMD, dan EKPDY dengan memperhatikan kekhususan
Prowvins: Papss seswal dengan Ketentuan  peraturan
perllndang-undangan

RIFI'F disusun dengan memperhatikan arah percepalan
pembangunan kesgahteraan di Provinsi Papua vang
ditetapbean ety menteri yang menyelengearakan Urusan
Pemerintahan i idane perencanaan pembangunan,

Fernyusunan RTPPP sebagaimana dimaksud pada avat (1)
untuks:

A mcmjamin teraujudnya integrasi dan kesinambungan
Program pembangunany berdasarkan  Kewenangan

Pemerintah Puzal, Pemerinlah  Daerab Provins
Fapua, dan Petnerintah Daccah Kabupuien )/ Kots;

b, mewgudkan kcterkaltan dan konsistonsi
pembangunan antard porencanaan, pellgdngeatian,
don pelakzanaan; dan

¢, mewyudkan tercapainya pengpunaan aumber dava
SECAIR efisien, efelorif, trerleemclilan, ilar
Lo rkelanyutan.

l*azal 53

Fervusunan  RIPPF  dilakzanakan sccara  partisipatil,
kolalkwratif, dan  smecpis  dengan perencanaan dan
pendandsan . pembungunan puasal,  provigs:, dan
kabupaten/ kola di wilayah Papua.

EIPFP schagaimana dimaksud pada ayat (1] berlaku darn

tahwnn 2042 sampal dengan tabun 2041 dan menjads
pedoman Lag

a. Pemerintalh Puzat dalam melakulan asiatenz odan
evaluas polaksanaan olonumi khusus; dan

L, Pemerintah Dacrah Pnowins: Papua, DPRP, dunis
usaheo, dan tnasyarakat dalam menentykan Program
dan Keplatan prioriias scsudl dengan arah perccpatan
pembangunan kesejabiacaan Jdi Provinst Papua.

(3} RIP'P . ..
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ElFPF sclanjutnya dijabarkan ke dalam tahapan rencana
aks1 5 (lima) tabhanan.

Rencana akst 5 [lima] tahunan scbagaimana dimaksiud
pacda avat () ditelapkan dangan Peraturan Presiden.

Pasal 54

EIFPE memuat sinergl Program, Kegiatan dan sumbser
pendanaan pembangunan pada Pemeintah Pusar dan
Femenintah Dacrah vang paling sedilat meliputa

pembanzunan sumber daya mmanus=ia;

pembangunan  ckononu dan pemberdayann
Masyarakal ;

permmbanpinan infeastookonr dasar dan konekitvitas;

d.  pengelolaaan lingkungan hidup vang berkelanjulan,
dan

€. pcoguatan tata kelela pemerintaban.

FIFPP =zcbagamimana dimaksud pada avat (1] melipot
prnggundan pencnmaan dalam rangka olonomi khusus
Frovirns: Papila vang lerdion alus;

A, Tambaban DEH Mgas Olsues sebagaimana dimakesurd
dalam Pasal 29 ayat (1) huraf b;

b.  Dana Otonoru Khusus sebagaimmana dirmaksud dalam
Pasal 4 avat (1 hwal c; dan

¢, DTl schapaimana dimaksud dalam [Pasal 4 avat (1)
hivrual .,

Penpgunaan vang dimudt dalam RIPFF schapaimana
shimmaksugd puda ayal (2] dizinergikan denean kebpuakan
penppanaan dart simber pesdanaan di Ilar penerimeaart
dalam rangka ctenonu khusus Provinsi Papua,

BIPP schagaunana dumaksud pada ayat (1) memuat
materi paling sedikit:

.  pondabuluan;

[S TR T-1 R
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isu dan permasalahan pembanpuanan;

vislL, Indfr, HDasaran, arabh kebpukean dan strateg
pcmbangunan;

prioritas dan fokus pembangunan tahun 2023
sampdl dengan tahun 204 1;

simerel  pembangunan antara Femernintah  Daerah
Frovins Papua dan Pemenntah Pusat;

pelaksanaun, pelaporan, pemantavsn dan evaluasi,
dan

penutup.

EIPPF sebagaimana dimaksud pads ayat [1) dilaksanakan
dengan strateg) schagal berikut:

.

Ta.

pendekatan tata kelola pemenntahan vang bank,
terbuks, dan partisipatfl yang didukung oleh sisterm
pemerinlahan berbasis elekironik dan kebyakan yang
berbass data dan inforemas;

pernidekalan pembangunan Papud darl perspekedd
sosial bodaya, wilavah Adal, zona ckelogis dalam
rangka prEmbanpunan berkelanpuan, FE
mengutamakan QAP;

poerccpatan  pelaksanaan  Program  pernbangunan
berbasis Distnk dan Kampung di wilayvah terpencil,
wilayvah tertinggal, wilayah pedalaman,  wilayah
pesiar, pulan-pulag keell, perbatusan negara, dan
popunungan yang sulit dijpngkaw;

penerapan pendekatan ciglog denpan semus
komponen masyarakat, orpanisasi kemesvacakatan
dan lembaga penyclenggara Pemenneahan Daerah;

pendampingan dan peningkatan kompetenss
Aparalur sipil negara di dacrah dan pelibatan peran
verly masvEaraloat;

pembordayaan dan pclibatan aktuf masyvarakat dan
toloh Adat dalam  pengawasan dan penmgkatan
kualitas pelayanan publik;

£ pemberdayaan ..
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permbecdayaan nengElEathE lokal dergan
mcmpnoritaskan pengusaha JAF,

peningkatan kenas sama denean milrs pembanpunan
internasumal, dunia uzaha, CFEEIMISA&]
kemuasyarakatan, wirausaba  soswal, {ilantrops,
Akademis, daon permangkd kepemiiimgan ldinnya;

peningkatan  pengelelaan komunikasi publike dan
diplomas] yang terpadu dan terintegrasi;

peninglkatan kerja S ITLE antar-pemangky
kepentingan dalam menciptakan wilayah Papua vang
aman, stahil, dan cdamai; cdan

penguatan  koordinasi  kementerian/lembaga dan
Perneriniah Daerah clalam PETERCAAN,
pelaksanaarn, pengendalan, dan evaluaszi
pembangunan i wilavah Papua.

BABV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 55

Calam hal Perdasus sebagaimana dimaksod dalam Pagal 249
ayat {7] belum ditetapkan, formubasi pengalokasian Tanibahan
OBH Mipas (Msus untuk kabupaten/kota mengeoea pada
Perdasus vang berlaku sebeluni Peraturan Pemerintah ins
ditctapkan dan penggunaannya scsual denpan  kelentuan
Pasal & avat (1] Peraturan Pemerintal ini

[1]

Fazal 36

SILPA yang bersumber dan Dane Qonom Khusos Jdan

DTI sampai dengan tahun 2021 digunakan  untuk
nicmbiayan  Keplatan  prioritas  pembangunan  Provins
Paplisa.

[Z] Penpgpunaan . . .
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Fengpunaan S3iLPA sebapaimana ditnaksd pada aval [1]

disngearkan scluruhnva dalam APBD provins: paling
lambar tabwn 2023,

[kalam hal SiLPA vang sudah dianggarkan dalam APBD
proving sebagpaimana dimaksud pada ayat (2] masih
terdapat s1sa. maka sisa tersebut pada tabun berikutnya
dialokasikan secara merata kepada  kabupaten [ kota
untuk membiayai Kegiatan prioritas pembangunan.

Fengalokasian  kepada kKabupaten/kora schagaimana
dirmaksnd pada avat (3] didakukan oleh Pemerintah dengan
mcmperhitungkan Dana Oonom khusus dan DT yang
akan disaluckan ke Proseioes Papus.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUF

Pasal 57

RIPPP scbagaimana dimaksud dalam Paszal 51 avat [1}
ditetapksan dengan Peraluran Presiden paling lama
4 [empat) bulan terhitung  sejak  tanggal Peraturan
Pemenntah imi diundanpgkan.

Perdasus sebagmimana dimalksudl dalam Pasal 29 ayval [3)
ditctapkan paling lama U (sembilan} bulan scjak Peraturan
Femenintah mi diandangkan.

Pasal o8

Peratiran  Pemerintah im malai herlaku pada tanggal
diundangkan.

AEar . .
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Agar  setiap  orang  mengetahuinya,  memerintahkan
penpundangar Peraturan Pemcrintah i dengan
pencmpalannya dalam Lembaran Hegara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Oktober 2021

PRESIDEN REPUELIK INDONESLA,
trd.

JOKD WINDODOo

Diundenghan di Jakarta
pada tanpggal 15 Oktober 2021

MENTERI HUKUM DAN HAE ASAS]T MANLIGIA
REPUBLIK INDONEZIA,

tid.

YAROMNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPLBLIK INDONMESIA TAHUN 2021 NOWMOR 239

Salhinan sesual dengan ashnya
KEMENTERIAN SEKEETARIAT NEGARA
EEPUBLIK INDONESLA

; g Perundang-unidangsn dan
inisttas Hukuen,

SK No Q05713 A
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PEN.JELASAN
ATAS
FERATURAN PEMERINTAH FEPUBLIKE INDCONESIA
WORMOGE 107 TAHUN 202]
TENTAMNG

PENER[MAAN, FENGELOLAAN, PENGAWASAN, DAN RENCANA INDUK
PFERCEFATAN PEMBPANGUNAN DAalAM RANGKA PELAKSANAAN
CFIONOMI KHUSUS PROVINSI PAPLUA

I. UMUM

Urddang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang CHonomi Khusus bagi
Frovins: Papua sebagrimana (elah diubah dengan Undang-Unedanp Nomor 35
Tabun 203 tentang Penctapan Peraturan Pemerintah Pengeganti Undang
Undang Nomor 1 Tahun 2008 tontang Perubahan atas Undang-Undang
Nomor 21 Tahun 2001 tenfang Olonomi Khusus bagh Provins: Papoa menjadi
Undang-Undang  (Undang-Undang Otonome Khsas Papua) dibontuk
herdasarkan ketentuan Pasal 188 ayad (1) Undang-Undang Dasar MNegara
Kesaluan Republik [ndonesia Tahun 1945 yvang menyatakan bahwa "Negara
mengakul dan menghormati sarusn-satuan pemerinlahan dacrah yong
bersilat khusus atau bersafat istimews vang diatur dengan undang-undang”.

Sesuan dengan ketentuan Fasal 34 avat (3 hural ¢ angka 6 Undang-
Undang Otonomi Kinusus Papua, Dana Otononu Khusus vang besarannya
selera dengan 2% (dua persen) darn plalon Dans Alokasi Umun Nasional
berlaku selama 20 [dus puluht tahun alan bevakhir pada Tahun 2021
Untuk memjamin keberlanjuian prmterian Dana Chtonomi Khusus rersebat
telah ditetapkan Undang-Undang Nomar 2 Tahun 2021 tentang Perubahar
Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang CHonomi Khusus
bagl Provinsi Papua. sckaligus uniuk melakukan perbaikan pengelndaan,
pembinaon, dan pengawasan sortd amanat untuk penyusunan rencana
indluk  percepatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Otonmomi
Khusus Provins: Papua,

Cralam - . .

SH Mo 005936 A



FPRESIDEN
REFUBLIK INDONESIA

3

Dralanm Undang-Undang Nooror 2 Tahun 2021 temlang Perdlaban Kedos
alns Undang-Undang Nomor 21 Tahun 20010 tentang Ctenorms Khioaus hag
Provingl, Papuwa, diamanatkan penerimaan provinsi dan kabupatenfkota
dalam rangka tlonom khusus meliputs;

A. [kana Bagh Hasil sumber daya glam dan dana perimbangan yang terdir
dari pertamnbangan minyak buml sebeasar 7% (tujub pulub porsen) dan
pertambatgan pas alam selesar 700 (Lujuh pulub persen),

Penerumaan ini bevlaku sampai dengan tshun 2026 dan sctelah
berakhirnya janpgka wakio tersebul  diperpanjany sampdi dengan
tabun 2041 dan mulay tahun 20492 peneritnaan sumber dayn alam dar
dana perimbangan  menjadi 30%  (lima poluh persen) unnuk
perlambangan minyak buml dan Z04% (lma puluh persen) wuntuk
prertAambangan pas glam:

b, Dana honoend Khiasuas yong besaronnya selara 2,22% (dua koma dua
puluby Litma persen) daei pagl dana alokas) urmmam nasional vang tordic
atas penerimaarn vang vanp bersilat umum oselara denepan 1% (sobg
persen| dar papgu dana alokasi wnom nasional dan penerimasan vang
telah ditentukan penggunaanya dengan berbasis Kinerja pelabsanaan
selara dengan 1.253% (satu koma dua puluh lima persen) dari pago dana
alubkas umum nasional; dan

. Dana lambahan dalam rangka pelaksanaan otonom khusus yang
bezarnya ditetapkan antard Pemenntah Pusat dengan Dowan Porwabkaloan
Faloyat Derdasarkan usulan provinsg pada seliap tahun sanggaran, yang
terutama ditujukan uncuk pembiayvaan pembangunan mlrastrakiar,

Penerimaan dalam rangka alonomi khosas haris dikelaly secars
lransparan, dapat dipertanggungavwabkan, dan melibatkan peran secla
masvarakal schinges  penpclolaan  penerimaan khosus  dalam rangka
alonemt khusus dapat berdampok terhadap pemenuhan  ketersediaan
mirastrukiyr Iransporlas baik darar, laut, maupun udara yang mampu
menghubungkan  transporiasi untuk mobilitas barnng  dan orang
antarkabupalen/kota dan antardiestrik, pemenuban layanan dasar bidang
pendidilkan, kesehatan, aw minum, sanitas, pemukiman dan perumahan
serts ponpombangan ckonomi lokal melalul peningkatan keterampilan dan
keahlian penduduk lokal, pengembanpan telekomunikasi dan intarnet
Penpelolaan penerimaan provinsl dan  kabupaten/kota  dalam rangka
otoncmme kKhusus lergebul dilskubkan mengutamakan pendekaran budawva
lzkal Papuaa dan pendekatan bertrsis kewilavahan.

Peraturan - . .
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Peraluran Pemeninlah inl mencakup pengaturan mengenai pengelolaan,
pembinaan, datt peogawazan serla rencana induk peroepatan pembangunan
Provinsl Papua. Pengelolaan terdiri dari prinsip urmoum dan kebijakan,
penerimaan provinst dan kabupaten ks dalam rangka ownoemi khosus
Provinst Paopua, pengpuhaan, perencanaan  dan peEnpAnKRETAD,
pengalokasian, peoyaluran, prlaksanaan dan penatausahaan,
pertangpunglawaban dan pelaporan, serta pemantauan dan evaluad e,

I[. PAZAL DEMI PASAL
Pasal 1

Cukup jelas.

Fasa) 2
Cukup jelas.

Prasal 3
Ayal {1]

Yang dimaksud denpgan “"efektil” adalah pencapawan Hasil
Program /Kegialan sesudl dengan largel yang lelah dilelapkan
atan hasil yang berdaya guna.

Yanp dimaksud dengan “elisien” adalah pengeunaan sumber dava
semdnimal rnungkin untuk mencapal rIE Lt YA
optimal f berhasil puma.

Yang dimakaud  denpan Clransparan” o adalah masyarakat
menperahul dan mendapatkan informasi tentang pengelolaan
pendanaan dalam rangka otonom khusas.

Yang dimaksud dengan "partisipasi masyarakat” adalah pelibatan
masyarakat dalam peroncanaan, pelaksanaan, pengawasan dan
evaluast pendanaan dalam rangka otonored Khiasis.

Yang dimaksud dengan "akuntabel” adalah kewsjiban wnituk
mempertangpungjawablkan pengelolaan den pengendalinn stas
pendanaan dalam rangks atiemi Khosas,

Yang .. .
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Yang dimaksud dengan "kepatutan” adalab adanya tindakan atau
sikap wvang dilakukan dalam hal pengeltlaan Dana Oronomi
khusus bersifat wajar dan propersional.

Yang dirnaksud dengan "kemanldalan”  adalah memberikan
dampak langsung bap masvarakat torutama hag OAP.

Yanp flimaksud dengan “keadilan” adalah setiap tindakan dalam
penvelenggaraan negard harus adil dan proporsional bagi sctiap
wrarga di wilayah Papua.

Avar (2]
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf I
Cukup jelas.
Huraf +

[nfrastroktue dasar  lainnya  ermasuk namun ddak
terbatas  pado  wnfrastruktur  penddadikan,  infrastrokbor
kesehatan, dan infrastuklur pertanian.

Hurul d
Cukup elis,
Hurul e

Cukup jclas.

Hurul f
Cukup jelas.
Ayt (3)
Cukup jelas.
Pazal 4
Ayt (1)

Hurul = . .
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Hurul =

Hawian privinst dan kabupatenfkeota dan pocnenimaan
sumber dayo alam =elitor pertambangan minvak bumi yang
melipniil bagian daerah yane persentase penpalokasiannyva
diatur acsuai ketentpan dalam  peratoran perundang-
undangan di bidang pernmbangan  keuanpan antara
Pemerintah Pusal dan Pernerintahan Daerah, dan selisih
antara 7 (tgubh pulub persen bagan daerah denpan
[ rseT i lase hagian daerah VATIE pcrsentasc
pengalckasiannya diatur sesua; ketentuen dalam
peraturan prrundang-undangan 41 bidang perimbangan
kevwangan antara Pemenntah Posar dan Pemmerinlahan
Daerzh,

Eluriaf T

Baglan provinsi dan kabupaten/kota daci penerimaan
sumber dava alam sekior pertambangan gas alam yang
meliputi bagian daerah yanp persentase penpalokasiannys
diatur sesual ketontuan dalam peraturan perundang-
undangan di bwdang  perimbenpgan  keuangan  antars
Pemerintah Pusal dan Pemernintahan Dacrah, dan sclisih
antara 70% haman daecabh dengan  perserlase bagian
daerah vang persentase pengalokasiannya diatur sesuai
ketentuan  dalam  peraturan perundang-undansan di
bidang perimbanpan Keuangan antars Permerintzh Pusal
dan Pemernintahan Dacrah.

Huruf -

Cukup jelas.

Tharul ¢l

Ayat |12)

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Arral (3

Cukup jelas.

SK No0D%%13 A
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Aval (4
Cukup pelas.

Pazal 5

Cukup jelas,

Pasal &

Avat [1)

SK No 005914 A
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Pergpunaan DBEH sumber daya alam  pertambangan
minyak bumi dan gas dlam aniuk belanga peodidikan
Lk provinaf kabupaten ! kota 3CEUAL dongan
kewcnangannya dalam rangka olonom khasus Provins
Papua, lermasuk namun fidak terbatas antuk:

2.

b.

program strategls dan unpgulan bidang pendidikan;

penycdiaan satusn pendidikan yaog diselengparakan
oleh Pomerinlah Daceah;

penyvediaan pendidikan khusus, Isyvanan khusus, dan
pendidikan nonformal;

penyedioan sarana dan prasarana pendidikan pads
satuun pendidikan vanp  diselenggarakan oleh
Pemerintah Daecal,

bantuan/ hibah sarana dan prasarana pendichkan pada
satuan  pendidikan vang diselenggarakan oleh
masyarakat penyelenggara pendidikan;

bantuan kepadas lembapa keagsmaan, lembaga swadaya
mAsyarakal, dan dunia usaba yang memenuhl syarat
scsual  dengan ketentuan  peraluran perundang-
unclangsac untuk tmengembangkan dan
menyelenggarakan pendidikan yang bermuaty di Poovins
I*apua;

pergembmnpan karikulwm berbasis karakienstik
darcrah dan budaya;

h. peoingkatan . ..
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perngkatan kualitas pembelajaran;

baya operasional penvelengparaan keglatan satuan
pendidikan,  peserta didik,  pendidik,  dan o len=es
kependidikan;

kewiatan  ekstrakunkuler, pengembangan  talenta,
kompetisi, dan lomla;

fasilitasi opcrasional pendidikan sistem asrama satuan
rerluliban;

pembenan beasiswa dar pendidikan anak usia ding
gampal dengan pendidikan tingp) terutamsa bag peserta
didik AP dapat diwujudkan dalam bentuk antara lain

denpan  sistem ponpkartuan scpertt “hartu Orsus
Cerdas™;

pendidikan ambahan bagi lulusan sekolalh menengah
atas atau yvang setars untuk memasuba pergurisan tinge)
dan pendidikan kedinasan,

bantuan/hibah wntuk penyclenpearaan  pendidikan
pacla salnan perndighban anak s dmi dan satgen
pendidikan jenjang pendidikan dasar sampal dengan
pendidiban lingg lermesak saluan poencuhikan
kaapamaan;

prrecpalan ponvediaan pendidik dan tenaes
kepernclichiken  pade  satuan  pendidikan moula dari
pendidikan anak usia dint sampal dengan pendidikan
Hnged;

petvediaan dan distribusi permerataan pendidik dan
tenapa  kependidikan terutama di daerah rerdepsn,
lerlaar, dan echinggal;

kepiatan pendidikan dan pelatcthan bagl pendidik dan
{enapa kependidikan;

bepsizws untuk pendidik dan tenaga kependidikan,
tambahan penghasilan bkagt pendidik dan tenaga
kependidikan;

t. pembinaan | -
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pembinaan, kcscjalhiteraan, kcamanadn, dian
penphargaan aniak pendidik dan 1enaps Kependidibkan
khususnya vanpg bertugas di daerah terdepan, terluar,
dan tertingeal; dan

pemblayaan  pengelalasn akaderm komuonitas  yang
digclenggarakan olch Pemerintah Daerah.

Fengrunaan DBH  sumber dava alam  pertambangan
minyak bumi dan gas dalam uniuk belanja keschatan anluk
proving ) Kaluparen/Kota ses0 dengan kewsnanganoys
dalam rangka otonomi khusus Mrovins Papua, termasuk
marnun Udak lerbratas unluk:

.

k.

br.

pemberian jaminan sosial kesehatan bag (AP dapat
drwwjudkan dalam bentuk sistem pengkartuan seperti
“Kartu OMsus Behat” sepanjang tdak lumpang lindib
dengan program jJaminan kesehatan nasional,;

memberikan  pelavanan keschatan  bael  peocduadok
termasuk peningkatan gzl masyarakat, kesehatan
reprriddulest, kesehatan bnl dan anak, kesehatan lanpuat
usta, kesehatan jiwa, dan pelayvanan kesehatan lainnyva
vang mendukung keberlangsungan hidup masyarakat
Faps;

mclakukan wvpaya pencegahan dan penanggulanpan
penyakit endemis danfdiag penyvakil-penyakil vang
membahavakan kelangsungan hidup penduduk;

mclakukan percepatan penunman stunbing;
melakiukan @dukast dan preormas Kesehatan;

tclakukan  pelayanan  rehabilitasi  keterpantunpan
alkuhol dan narkobks, psikotropika, dan zat adiktif
[NAPZAL:

mclaktukan penanggulanzan kejadian lnar biasa;

tnenyadialkian  fasilias pelavanan Kesehatan  sesial
dengsn standar;

I mennehkalblkan - ..
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1. meningkatksn akses dan muty pelayvansan kesehatan;

1- menvechakan dan memerglakan fenags Kesehalan
termasuk pembinaan serta jaminan kesejahteraan dan
keamanan tenaga keschatan dengan memprioritaskan
pemenuhan tenapa kesehatan pada fasiitas pelayanan
kesehalan vang ada i dacrah terdepan, tertinggal, dan
terlaar;

k. memberibean nsentil bagl lenage  kesehalan yvane
ertugas di daerab terdepaty, tertinpgal, dan teclyar
sesual dengan biava kemahalar,

l. program strategis dan unggulan bidang kesehatan lintas
kabupatcn,/kota; dan .

m. kewajiban uin vang monjadi kewendangannva sesual
denpan ketenluan peraturan peruncdang-undangan,

Huiruf o

Penpguanaan  DBH sumber dava  alam  pertambangan
mirnyak bumi dan gas alam untuk belanja infrastruliur
untulk provinsy kabupaten ! kota sCs1Al dcngan
kewenangannya dalam rangka otonemi khusus Provins:
Papud, lermasulk namun tidak terbatas untuke:

a. infrastruliogr dasar penddndiloan;
ta. infrastiruktur dasar kesehatan:

. inlraztrukiur  jalan, jembatan, dermaga laut, dan
dermaga sungal;

d. infrastruktur sistem air bersih;

c. infrastrukour telckomunikasi;

t. infrastruktur sanitasi ingkungan;

£, nfrastrukiur permukiman dan perumahan ralorat;

b infrasirukiur penpelelsan dan pengolaban himbab dan

sarmpah; dan fatag
i imlraztruktur penvediaan listmk baik dengan bekerja

samMma maupun tanpa kerja sama dengan perusahan
listrik negara terutamae untuk pedesaan,

Hurmafd . ..
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Huruf d

Penpegunaan DBH  sumbcor daya alam  pertambangan
trirnvals bBume dan pas alam unluk belanja bantuan
pemberdayaan Masvarakat Adal untuk
provanalf kabupaten/ kota  sesuul dengan kowenangannyz
dalam rangka oot khusus Provins: Fapia, termasiik
namun tidak terbatas untuk:

a. rantuan hag lembags adal;
b. penguatan budava lokal; danfataa
¢. permbangunan sosial cleenom Masvarakat Adat.
Avat [}
Cukup jelas.

Payiaal 7

Culiap jelas.

Pasal &

Penprunagn penernmaan Dana THonomi Khusus vang hersifat umum
untuk provinsi/kabupaten/kota sesuai dengan  kewenangannya,

termasuk namun tidak torbatas antuak

a. pembanpunan dan pemelibscaan infcastrokibur nonbiacokrast yang
meliput  poendidikan, kesehatan, aie bersih, air lavak  minwm,
perumahan, penerangan, lelekominikas, jJannegan wnlernel, seria
jalan dan jembatan provnnsi dan lintas kabupatenykota;

b. pocnguatan lembaga keagamaan dan adat;
¢, penyelezaian masalah aosial budeya;
d. penguatsn perdamatan di wilavah Papua;

e, belanpd operasional pelaksanaan tugas dan funesi MEFR;
. penyelegaian permasalaban tanah adat [ulavaty;

£ pconingkatan kapasitas aparatur Pemerintah Dacrah;

b, koordinas: . - .

SK Mo 005918 A
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h. koordinus:, perencanasn, penataan repllas;, monitoring, evaluasi,
dan pelaporan penerimmaan dalam rangka otononu kbhusus Provinsi
Papuw;

i. pengelnlaan dawa dan penataan sistem mformast terkait tata kelols
atonomi khusus;

j-  koemunikasi, infortnasi, den edukasi pendanaan dalam rangka
otonomi khusus kepada masyarakadt;

k. pombiayaan untul peningkalan kesejahteraan OAF,
1. bantian sosial bagl OAF vang memenuchi kritena;
1. program strategls dan unegulan provinst, dan/alaw

n. pengdatan lembaga-lembapa lain yang pembentukannys
diamanatkan olch Undang-Undang MNomor 21 Tabun 2001 fentang
Clonumi Khusus bagl Provinsl Papua sebagaimana telah beberapa
kal dinbah terakhir dengan Undang-Undang Nomar 2 Tabun 20021
tentang  Perubahan  Kedua  atas  Undang-Undang  Nomor 21
Tahun 2001 tentang Ortonorm Khusus bagl Provinst Papua, (wdak
termasuk badan wvang dibentuk Pernerinlab Posat dalam rangka
clenomi khosus.

Pazal 4

Hurul a

Paling sedilat 30% [tipa puluh persen) untuk belanja pendidikan
untuk provinsifkablpzlen/kota sesuei dengan kewenangannya
lermasuk namun tidak erbatas wneouk:

a. prograr stratepis dan unggulan bidang pendidikan;

hr. penyediasn safuan pendidikan yang disclengesrakan aleh
Pemerintab Dracrah;

o, penyediaan pendidikan khusus, lavanan  khusus,  dan
pendidikan nonlormal;

d. penyediaan sarana Jdan prasarana pendidikan pada satuan
pendidikan yang diselenpgarakan oleh Pemermlah Maeral,

. bantuanfhibah . ..

SK No 0057179 A
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bantuan/hibah sarana dan prasarana pendidikan pada
satuan pendidikan vang disclcngearakan oleh masyarakat
penyelenggara pendidilan;

bantuan kcpada lembapa kecagamaan, lcmbaga swadaya
masvarakal, dan duma vsahe yange memenuhl syaral sesuda)
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk
mengembangkan dan menyelengearakan pendidikan vang
bermuvta di Provins Papua.

pengembangan kurikulum berbasis kacakteristik dacrah dan
budayva;

. perninpkatan kualitas pembelajaran;

biayva operaswnal penvelenggaraan keglalian saluan
pendidilkan, peserta didik, pendidik,  dan tchaga
kependidikan;

kegialan eksirakurikuler, penpembangan talenta, Komperisi,
dan lomba;

fasilitas] nperasional  pendicdhikan sistorm msTAama . sAllEn
pendidikan;

pemberian beasiswa dan pendidikan sanak wusia dimo sampal
dengan pendidikan rinpel teruema bapl peserta didik (AP
dapat diwuudkan dalam bentuk antara lain dengan sistom
pengkariilan seperl “Karty Csis Cerdas?;

petdidikan tambahan bagr lulusan sekolah mencngah atas
atau yang sctara untuk memasukl prrearoan Ungen dan
petdidikan kedinasan,

. bantuan/hibah untuk penyelenggaraan pendidikan pada

satilan pendidikan ansk usia dim dan satuan pendidikan
senjang pendidikan dasar sampal dengan pendidikan tingei
termasuk sallean pendidikan keagamann,

perceparan penvediaan pendidik dan renaga kependidikan
pada satuan pendidikan mualal dan pendidikan anak wusia dim
sampal denpan pendiediloan Loggl;

b penyediaan ...
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penyediagn dan disiribusi pemersiaan penciclik darre (@naga
kependidikan terutama di dacrah terdepan, terluar, dan
tertinpeal;

kepiatan pendidikan dan pelatihan bag pendidik dan tenaga
kcpondidikan;

heasiswa unfik pendidik dan tenaga kependidikan,
tambahan  penghasilan bagt  pendidik dan tenags
kependidilean:

pemnbinaan, kesejahteraan, keamnmanuan, dan penghargasan
untuk pendidik dan tenoga kependrhkan kbhusosoye vang
bertupas di daerah terdepan, terluar, dan tertinggal; dan

. pembiavasan pengelolaan akademi kemurdilas yang

diselengparakan nleh Pemerintah Daerah.

Paling sedikit 20% (dua pulub persen] uniuk belama keschatan
Lontuk provinsi/kabupaten fkota sesual dengan kowonangannys
termasuk namun tdak lerbatas unluk:

o,

pemberian  jarmnan sosial  keschatan bagr GAP dapat
divujudkan dalam bentuk sistem pengkariuan sepecti "Karfa
Orsus  Schat” separngang tidak tumpang tndih dengan
program jaminan kesehatan nasional;

propram stratcgis dan unggulan bideng kesehatan linlas
kabupaten / kola;

membernkan pelayanan kesehatan bagi pencdudule termasuk
peningkalan  gixi masyacakat,  kesehatan  repreduksi,
kesehaten ibu dan anak, keschatan lanjul waa, Kesehatan
jiwa, dan pelavanan kesehatan lainnya yang mendukung
keberlangsungan hidup masyvarakat Papua;

melakukan upaya pencegahan dun penanggulanpgan penyakat
endemis danfalaw penyakit yvang  membahayakan
kelappsungan hdup penduduk;

melakulkan perecpatan penurinan stunting,

[. melakukan . - .
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melakukan edukasi dan poomosi kesehatan,

melakukan pelavanan rehabilitasi ketergantungan alkohol
dan NAFZA;

mciakukan penanggulangan kejadian luar biasa;

menyediakan fasilitas pelayanan keschatun sesual dengan
slandar;

meninghalkan akeses dan mutu pelavanan kesehatan;

menyvedidkan dan memeratukan tonagd keschatan tormasuk
pemtinasn  serla jaminan kescjahitecaan  dan keamanan
tefiaga  kesehatan dengan mempriontaskan pemenghan
tenapga kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan yang
ada dv daerah terdepan, tertinggal, dan terhaar;

memberikan inscntif bagh ienaga keschatan yang bortugas di
dzserah terdepan, tertinggzal, dan terluar sesuan dengan hiaya
kemahalan dalam bentuk matenil danfatau nonmateriil;

program siralegls dan ungpulan bidang keseshatan hntas
kabupatenf kina; dan

kewapban lain yang menjadi kewenanpannya sesuai dengan
ketetiiuan peraturan perundang-undangan.

Belanja pernberdayaan chonomi  masvarakal untuk
provinst/kabupaten/kota  scsual depgan  kowenangannya
termasuk namun tidak rerbatas untuk:

a.
b,
.

rl.

prmbangunan loka latihan kerja;
prngembangan wirausgha muda produlkf,

penyedinan rumab produksi bersama denman tata kelola
kLT A GL,

penpermhanean sekior unggulan, kawasan perkotaan dan
BLraleais,

hilirisasl komeditas unggulan lokal daerah,

f. pemberdaysan ...
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I pemberdayaan masyardkal Kampung dengdan
mengllamakan OAF;

p.  pembangunan revilahsas pasar (racdisional;

h. penvediaan modal usaha delam heotuk dana berpulic atay
kredit usaha:

1. bantuan kepada pelaku wvsaha mikro, asaha kecil, dan
koperasi;

1. penecmbangan usaha dalam bidang pertanian, perkchunan,

prrikanan, priernakan, immdusln rumah LENpLA,
perdapanean, kerapnan, ckonomn kreatl, parraasata, dan

]asd,;
k. [asililasi usaha rintisan secarg tecpady dar holo ke halir,

1. program strategis dan wngpulan bidang ekonomi lintas
kabupaten; kota,

m. pelatihan kerja, keteramnpilan kerja dan manajcmen RIsnis;
n. pengolahan, penggudangan dan pengepakan; dan/atau

distribuz kamoditas stratcpis dan senira produks menuuy

Pasar,
Pasal 10
Hurul =
Yang dimzksud dengan “inltastrakiue pechubungan® adalah
saTanA (lan prasaha vang menjatmin kelerhubungan kowa-kata
provingl, kabupaten/kota, Distnk atau pusat-pusat penduduk
lainnya dengan transportasi darat, laut, stau udara yang
kerlualitas Ses1al denzan kEcwonangan
provinsi/ kabupaten/kola yang tennlegrast dengano sumber
pendanaan lainnva,
Huruf b

Sk No 005%23 A

Penpgunaan DT untuk snergl Listok fertnasuk narmon tidak
lerbalas unluk pembangunan, perluasan, danfatau rehabilitasi
heterzediaan energi listrik khuzosnya di daerah terdepan,
tertingpal, dan terluar.

Huraf « . ..
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Penegglinaan TITT untuk air bersih termasuk namun tdak
lerbsatas untuk pembangunan, perluasan, danfatau rehabilitast
ketersediaan  aivr bersih khususnva  di duaerah lerdepan,
tertingeal, dan terloar.,

Thirut d

Penggunaan DTl untuk telekomunikaszt lermasuk narmon Tidak
torbatas untuk fasilitasi, pembangunan, perluasan, dan/atau
rchakilitagl  jaringan  telekormunikasi khososnya di dacrab
terdepan, terlinggal, Jden terluar,

Hurul ¢

Pengpunaan OTD untuk sanicest lnpkungan termasuk namun
tidak  terbatas wuntuk pembangunan, perlaasan, danfatau
rehabilitas: sanitasi lingkungan penduduk GAFP khususinya di
daerah terdepan, tertingeal, cdan ferluar.

Pasat 11

Cukup |clas.
Pazal 12

Cukup clas,

Pazal 13
Cukup jclas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cubkup jelas.

Pazal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Hurul a
Culoap elas,

Huruf b . ..

SK Mo DO05%24 A
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Angka 1
Cukup jelas.
Angka 2
Cukup jelas.
Angka 3
Yang dimaksud dengan "dukungan pendanaan kin antuk
kebutubhan pelayanan keschatun bagl penduduk Mapua®
alalab seperll iaya ambulans peseria jaminan kescharan
nasonal  dern mamah ke [osbilas keschotan alan
sehaliknya, biava transporias peserls Jan pendamping ke
lasihtas kesehatan rujukan i luar kora vang tidak dijamin
dalam jaminan kesehatan nasional, dan hiaya romah
singpah pengantar khusus rupukan ke luar kota
Pasal 13
Cukup elas.
Pasal 13
Avar (1]
D sampng meneggunsakan Dana CHonemi Khusos dan Tambahan
DBEH Migas {(rsus dapat joga menpglinakan petcdanaan vang
bersumber dari pendapatan dacrah yvang tidak  ditentubkan
prnpsunaannya dan SILPA wang bersumber dari penphemaran
Belanm.
Aval (2)
Cukup jelas.
Pasul 20
Aoval (1)
Cukup jelas.
Asrat (2)
Cukup jelas.

Awar 3] ., .

SK Mo 003%25 A
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Aval 3]

Yang cdimaksud denpan “pemangku kepentingan®  termasuk
antara lain MEP, dewan adat ataw lembaga adat, serla pergurian

TSR
Avyar [})
Cukup jelas.

Prasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Avar (1)
Cukup jelas.
Ayt [2)
Cukup jelas.
Axat [3)

Hasil evaluast rencana program dan kegiawan didampiri dengan
rencana Progratn dan Kegatan kabupaten/kola yang sudah
dilakukan perbaikan sczual hasil evaluasi Gubernur.

Avat [4}

Cukup jelas.
Aval [3]

Cukup jelas.
Avat [B]

Cukup jelas,
Avat [7]

Cukup jetas,
Faszal 23
Cukup jclas.

Pasal 24 . .

Sk No Qb539246 A
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Fasal 24

Cukup jclas.
Paxal 25

Cukup jelas.
FPasal 26

Cukup jelas.
Pasal 27

Cubiup jclas.

Fazal 28

Cukup jclas.

Puaga] 29

Cukup selas.

Fasal 30
Ayat (1)
Hurufl a
Cubkup jclas.
Iurafl b

Cukup jelas.
Hurufl «

Yang dimaksud denpgan "luas wilayah™ adalat wilavab darat
dan wilayah laut.

Hurul e
Cukup jelas.
Huruf ¢

Cukinag jelas.

Huruf 1. ..

SK Mo Q05927 A
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Hural T

Cukupjelas.

Hurul g

Cukup jlas.

Huruf h

Avat (2]

Tuary dimaksud denpan “indikator lain® adalabh indikator
vang mengpembarkan koendisi kewiliahan scsual
karakternisnk dacrah vang relevan untuk pemerataan dan
keadilan. Penpaluran indikater lainnya terschbut dalam
peraturan menteri  yang  menyelengparakan  Unlsan
Pemeriniatian di bidang keuanpgan dapat
mempertimbangkan usulan Pemeninlah Dasrah.

Cukup jelas.

Ayl (3]

Huruf s

Cukup jelas.

Hurul b

Cukuap jelas.

Huruf ¢

Yang dimaksud dengan “luas wilayah” adalah walayah darat
dan wilayah laur.

Huruf d

Cukoapn jelas.

Huruf ¢

Chtkuap jolas,

Huraf 1

SK Mo 0D5%78 A
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Hurnfg. ..
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Huruf g
Cukup jelas.
Huruf h

Yang dimaksud dengan *indikator lain" adalab indikator
yenr  mengeamtrarkan kondist kewilayahan  sesuwal
karakteristik dasrah yang relevan untuk pemmerataan <an
kcadilan., Pengaturan indikator lainnya tersebut dalam
peratyran  menlert vang menyelenpgarakan Urusan
Pemerintahann i bidang ez P AL dapat
mempsriimbangkan wsulan Pemenntah Dacrah,

Avat [4}
Culiup jelas.
Awat [a}

Yang dimaksud dengan  ‘“kebijakan perebahan priovitas
kebhutuhan" termasuk antara lam kebipakan refocusing scria
realokasi.

Axal [G}
Culkup jelas.

Pasal 31
Cubup jelas,

Pasal 32
Cukup jclas,

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34 ...

SK NoDO5%2% A
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Paszal 34
Ayalil]
Bagian provinsi dan Kabopatenjfkota darel penerimaan DEH
sumber daya alam perniambanpan minvak bumi dan gas alam
trelipuci bagian deerah yvang pecsenlase pengalnkasiannyva diatur
seslai  ketentuan dalam  peraturan perundang-undangan «di
bidanpg perimbangan kcuangan antara Pemernintalhh Puosat dan
Fememntahan Daerah, dan  selisih oanlara 508 (hma puluh
persen) bagian dacrah deonpan perscntasc bagian daerah yang
persentase penpalokesanota diidr sesual kelenluan dalam
prraturan  perundang-undangan  di bidang  perimbangan
kevangan @antara Pemnerintzh Pusat dan Pemerintaban Daerah,
Avar |4y
Cukup jelas.
Pasal 335
Culuap jelas.
Pasal 36
Cubiup jelas.
Mazal 37
Cukup jelas,
Fazal 38
Cukup jelas.
Fasal 3%
Cubup jelas.
Fasal 40
Movar (1)

SK No 005Y30 A

Yang dunaksud dengan "Kementeriab/lembaga  pemeriniah
nonkemenierian” lermasuk namun tidak wrbatas pada:

a. kementeran lembaes



Hvat |3

Ayat (4]
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. kemenrerianflembaps pemerintish nonkementerian vang

mcnyclenggarakan Urusan Pemerintahan i bidang
kesehacan;

kementenan/lembaga  pemerintah nomkemnenlerian yang
rienyelengparakan Loasan Pemerintahan 4 bidaog
pendidikan;

kementerian/lembaga  pemerintah nuokementerian  yang
menyelengparaklan Urusan Femenntahan di bidang pekerjaan
UL

kemenlenan/lembaga  pemorintall.  nonkementerian  yvang
menvelengparakan  Urusan  Pemerinlzshan di bidang
perencanddn pembangunan nasional;

kementerian; lembags  pemerinlah  nonkementerian vang
menyelenggarakan Frusan Pemerintahan dalam negeri; dan

kemenlerian/lembaga  pemeornintah nonkementerian vang
menyelenggarakan Urusat Permerinlahan di bidang keuangon.

Dalam rangka pembinaan dan pengawasan, Pemerintah Pusal
dapat menugaskan  Badan Pengawssan  Kcuanpan  dan
Fembanpunan scsual dengan ketentuan peraturan perundang-
undaigatt.

Avat {2

Yang dimaksud dengan “dilakukan  bersama-samd secara
kaordinalil® adalah melakukan porencanaan pembinaan secara
terkoordinasl baik substansi maler] mMAWpuUn TEOCANS
pelak sanadannya.

Clukup pelas.

Cukup jclas,

Pasal 21, ..
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Pasal 4]
Avat (1]
Pembenan pendampnganasilitast, konsullas, pendidikan dan
pelatihan,  bimbingan  teknis mencakup perencanaan,
pengalokasian, pelalsanaan, pelaporan, dan

perrangeungjawaban penerimaan dalam rangka otoneomi khosus,

Fenclitan dan pengembanpan  dilakzanakan dalam  ranpgka
elekivitay  pelaksanaan penyclenggaraan  pomcruitaban dan
abur lalililas pemenfasian dana otonomi khusus.

Ayal {2
Cukup j«las.

Fasal 42
Avat 1)
Cukup |elas.
Avat |2
Cukup jelas.
Avar |3

Lembaga pemermiah nonkementerian  ermasuk Badan
Pengawasan Keuangan dan Pembangunan,

Pasal 43
Cukup jclas.

Pasal 44
Avar (1)
Huruf a
Yang dimaksud denpan “audit” adalah proscs identifikasi
masalah, anahsis, dan evaluasi bukt yang dilakukan
secard independen, obweknl dan profesional berdasarkan
standar audit, untulk menilai kebenaran, kecermalan,
kredibilitas, efckrvitas, chisiensi, dan keandalan informasi
pelaksanaan tugas dan fungsn instangl pomernntah.

Yarw ...

5K No D0S%37 A
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Yang dimaksud dengan “revin” adalah peneclaahan ulang
abeli-bakll swaln kegialan untuk  memastikan bahwa
kepiatan  terscbut  relah dilakzanakan sesual dengan
ketennlan, standgr, rencans,  arau oorme Vang telah
ditetapkan.

Yang dimaksud dengan “evaluasr”  adalah rangkaian
kepinlan  membandingkan hasil atau prestasi sualg
kepliatan dengan standar, rencona, atau norma yang telah
ditetapkan, dan  menenfukan  faktor-lakeor  yang

mempenpgarahl keberhasilan atau kegapalan suatu
kepiatan datam mencapai tujuan.

Yang dimaksud dengan “pemantauan”  adalah proses
penilaian kemajuan suzaiu program alau kegiaran delam
tnencapal tujuan vang telah diretapkan.

Hurui b

Ayal (2

Benbuk lainnya antara lain berupa soslalisast menpgenal
pengawasan, pendidikan dan pelstthan pengswassan,
pembimbingan Jan kensaltansi,  pengelolaan hasil
pengavasan, dan pemaparan hasil pengawasan,

Cukup jelas.

Avar |3)

Culkup jelas.

Paszal 45

Cukup |clas,

Pasal 46

Cukup jelas,

Fazal 47

Cubyp jolas.

SK No 005733 A
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Pusal 45

Cukup jelas.

P'asal 49
Chakup gelas.

Pasal O
Ayar (L]
Cubup jelas.
Ayar (2
Cukiup jolas,
Avar |3
Cukup jelas.
Ayal |4
Yang dimaksud dengan “intereperabilitas” adalah koordinasi dan
kolaborasi antar-proses bisnis dan anfar-sistem  elekironil,
dalam rangka pertukaran dala, mlormasi atau lavanan sistem
pemerintahan berbasis clektronik.
Pazal 51l

Cukup jelas.

Fasal 32
Cukup jclas.

Pasal 53
Cubup jelas.

Pasul 54
Cukup jelas,

Pasal 55

Cukup elas.

Pasal 56 - ..

SK No 005334 A
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Pasal 56
Cukup jelas.

Pasal 57
Cukup jelas.
Pasal 25

Cukup jelas.
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